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MOTTO 

 

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah, tapi dua kali Allah 

berjanji bahwa: fa inna ma’al-‘usri yusro, inna ma’al- usri yusro.” 

(QS. Al-Insyiroh 94: 5-6) 

“Pentingnya menuntut ilmu di masa muda dan jangan menunda-nunda, karena 

setiap detik berharga dan tidak akan tergantikan.” 

(KH Hasyim Asyari) 

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang 

menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih secukupnya, rayakan perasaanmu 

sebagai manusia” 

(Baskara Putra - Hindia) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. UMUM 

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan 

karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa 

Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan 

bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang 

berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan 

oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang 

didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, 

No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku 

Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), 

INIS Fellow 1992. 

B. KONSONAN 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :    

Arab Latin Arab Latin 

 T ط ’ أ

 Z ظ B ب

 ‘ ع T ت
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 Gh غ Th ث

 F ف J ج

 Q ق Ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dh ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

  ء Sh ش

 Y ي S ص

   D ض

Hamzah (ء)yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda ( ‘). 

C. VOKAL 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal 

tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا
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 Kasrah I I ا

 Dhammah U U ا

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterassinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan I ا ْ ي

 Fathah dan wau Iu A dan U و ا

Contoh: 

 kaifa :  كَيْفَ  -

 haula :  هَوْلَ  -

D. MADDAH 

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 mata :  ماتََ  -

 rama :  رَمَي -

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif ىاىَىَ 

atau ya 

A A dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I I dan garis di atas ىِي

 Dhammah dan ىوُ

wau 

U U dan garis di atas 
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 qila :  قيِْلَ  -

 yamutu : يَمُوتُ  -

E. TA’MARBUTHAH 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya 

adalah [t] sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h].Kalau pada kata yang berakhir dengan ta 

marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan 

kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha 

[h]. 

Contoh: 

-  ْْ  raudah al-atfal : رَوْضَةُ الْْطَْفاَلِ

ٱلْفَاضِلَةُ ٱلْمَدِينَةُ  -  : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah :  ٱلْحِكْمَةُ  -

F. SYADDAH (TASYDID) 

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : رَبَّناَ -

يْنَا -  najjaina : نجََّ

 al-ḥaqq : الْحَق   -

 al-ḥajj : الْحَج   -



 

 

xii 
 

 ni‘mah : نِعْمَة   -

 aduwwu‘ : عَدوُ   -

Jika huruf … ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliy atau Aly)‘ : عَلِي   -

 Arabī (bukan ‘Arabiy atau ‘Araby)‘ : عَرَبيِ   -

G. KATA SANDANG 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

(alif lam ma‘rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسُ  -

لْزَلَةُ  -  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّ

H. HAMZAH 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

 ta’murūna : تأَمُْرُوننَاَ -

 al-samā’u : السَّمَاءُ  -

 syai’un : شَيْء   -

 umirtu : أمُِرْتُ  -

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM 

BAHASA INDONESIA 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus, dan umum. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 

Contoh: 

- Fī zịlāl al-Qur’ān 

- al-Sunnah qabl al-tadwīn 

- Al-‘Ibarat Fī ‘Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab 
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J. LAFZ AL-JALALAH (ٰٱللّه) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudạ̄f ilayh (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billāh : بِٱلٰلِّ  -

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ٱلٰلِّ رَحْمَةُ  -  : raḥmatullāh 

K. HURUF KAPITAL 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari 

kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
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kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh:  

- Wa ma Muhammadun illa rasul  

- Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan  

- Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur’an  

- Nasir al-Din al-Tus  

- Abu Nasr al-Farabi  

- Al-Gazali  

- Al-Munqiz min al-Dalal 
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ABSTRAK 

‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid. 220203110078. “Pembatasan Kewenangan KPK 

Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris BUMN Perspektif 

Siyasah Dusturiyyah.” Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). 

Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2025. 

Pembimbing Nur Jannani, S.HI., M.H. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kata Kunci: KPK, Korupsi, BUMN, Direksi dan Komisaris, Pembatasan 

Kewenangan, Siyasah Dusturiyyah. 

Pembatasan kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi Direksi 

dan Komisaris BUMN akibat UU No. 19 Tahun 2019 dan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 

2025 berdampak pada terbatasnya proses penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan, serta menimbulkan kekhawatiran melemahnya pengawasan dan 

meningkatnya potensi intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

Menganalisis kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan 

Direksi dan Komisaris BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, dan (2) Menganalisis pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi 

dan Komisaris BUMN dari perspektif Siyasah Dusturiyyah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan 

hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan. Pengelolaan sumber bahan hukum dilakukan melalui 

inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum, kemudian dianalisis 

secara deskriptif-analitis dengan metode analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan KPK dalam 

pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN 

mengalami pembatasan signifikan pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 dan 

penegasannya dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025. Ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara 

negara, sehingga secara yuridis mempersempit dasar kewenangan KPK dalam 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana 

korupsi di lingkungan BUMN. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya 

efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan kekayaan 

negara yang dipisahkan, 2) Pembatasan kewenangan KPK tidak sejalan dengan 

prinsip Siyasah Dusturiyyah yakni amanah, keadilan, hisbah, dan perlindungan 

harta public karena berpotensi melemahkan pengawasan terhadap pengelolaan 

kekayaan umat, khususnya di BUMN. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan 

penataan ulang regulasi agar selaras dengan prinsip maslahah publik dan supremasi 

hukum. 
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ABSTRACT 

‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid. 220203110078. “Limitations on the KPK's 

Authority in Investigating Corruption Cases by BUMN Directors and 

Commissioners from a Siyasah Dusturiyyah Perspective.” The~sis. Constitutional 

Law Study Program (Siyasah). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State~ 

Islamic Unive~rsity, Malang 2025. Advisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.  

---------------------------------------------------------------- -- --------------------------------  

Keywords: KPK, Corruption, State~-Owne~d E~nte~rprise~s, Dire~ctors and 

Commissione~rs, Limitations on Authority, Siyasah Dusturiyyah. 

The limitation of the KPK's authority in examining corruption cases 

involving BUMN Directors and Commissioners due to Law No. 19 of 2019 and 

Article 9G of Law No. 1 of 2025 has an impact on limiting the investigation, 

inquiry, and prosecution processes, and raises concerns about weakening 

supervision and increasing the potential for political intervention. This study aims 

to: (1) Analyze the KPK's authority in examining corruption cases involving 

BUMN Directors and Commissioners based on laws and regulations in Indonesia, 

and (2) Analyze the limitations of the KPK's authority towards BUMN Directors 

and Commissioners from the perspective of Siyasah Dusturiyyah. 

This research is a normative juridical legal research with a statutory and 

conceptual approach. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary 

legal materials collected through literature review. Legal source management is 

carried out through inventory, classification, and systematization of legal materials, 

then analyzed descriptively and analytically using qualitative analysis methods. 

The results of the study indicate that 1) The regulation of the authority of 

the KPK in examining corruption cases involving Directors and Commissioners of 

State-Owned Enterprises has experienced significant restrictions after the 

enactment of Law No. 19 of 2019 and its confirmation in Article 9G of Law No. 1 

of 2025. This provision states that Directors and Commissioners of State-Owned 

Enterprises are no longer state administrators, thus legally narrowing the basis of 

the KPK's authority in conducting investigations, inquiries, and prosecutions of 

corruption crimes within the BUMN environment. This condition has an impact on 

reducing the effectiveness of supervision and law enforcement regarding the 

management of separated state assets, 2) Limiting the KPK's authority is 

inconsistent with the principles of Siyasah Dusturiyyah, namely trustworthiness, 

justice, hisbah (religious responsibility), and protection of public assets, as it has 

the potential to weaken oversight of the management of public wealth, particularly 

in state-owned enterprises. Therefore, an evaluation and restructuring of regulations 

are needed to align them with the principles of public interest and the rule of law. 
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 ملخص

 قضايا في التحقيق في الفساد مكافحة هيئة سلطة تقييد" .٢٢٠٢٠٣١١٠٠٧٨ .مرسي عزة إلى سيلان عائشة

 برنامج .أطروحة ."الدستورية السياسة منظور من للدولة المملوكة الشركات ومفوضي مديري قبِل من الفساد

 الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة .الشريعة كلية .(السياسة) الحكومي الدستوري القانون دراسة

 ح.م ،إ.ح.س ،جناني نور :المشرف .٢٠٢٥ ،مالانج في

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الحد ،والمفوضون المديرون ،الماليزية الفساد مكافحة هيئة ،الفساد ،الفساد مكافحة لجنة :المفتاحية الكلمات

 .الدستورية السياسة ،السلطة من

 مديري تشمل التي الفساد قضايا في التحقيق في (ك.ب.ك) الفساد مكافحة هيئة صلاحيات تقييد إن 

لسنة١٩رقم القانون بموجب (بومن) للدولة المملوكة الشركات ومفوضي ج٩ والمادة ٢٠١٩  ١رقم القانون من   

 إضعاف بشأن مخاوف ويثير ،القضائية والملاحقة والاستجواب التحقيق عمليات على يؤثر ،٢٠٢٥ لسنة

 الفساد مكافحة هيئة صلاحيات تحليل (١) :إلى الدراسة هذه تهدف .السياسي التدخل احتمالية وزيادة الرقابة

قالتحقي في (ك.ب.ك)  استناداً (بومن) للدولة المملوكة الشركات ومفوضي مديري تشمل التي الفساد قضايا في 

 الفساد مكافحة هيئة صلاحيات على المفروضة القيود تحليل (٢)و ،إندونيسيا في واللوائح القوانين إلى

ةالتجاري السياسة منظور من (بومن) للدولة المملوكة الشركات ومفوضي مديري تجاه (ك.ب.ك) . 

 مواد من القانونية المصادر تتكون .ومفاهيمي تشريعي منهج ذو معياري قانوني بحث هو البحث هذا 

 جرد خلال من القانونية المصادر إدارة تتم .الأدبيات مراجعة خلال من جُمعت وثالثية وثانوية أولية قانونية

ً  تحليلها ثم ،القانونية المواد وتنظيم وتصنيف ً  وصفيا  .النوعي التحليل أساليب باستخدام وتحليليا

 قضايا في التحقيق في الفساد مكافحة هيئة صلاحيات شهدت (١ :يلي ما إلى الدراسة نتائج تشير 

 ٢٠١٩ لسنة ١٩ رقم القانون سن بعد كبيرة قيوداً للدولة المملوكة الشركات ومفوضي مديري تشمل التي الفساد

لسنة١رقم القانون من ج ٩ المادة في وتأكيده  الشركات ومفوضي مديري أن على المادة هذه وتنص .٢٠٢٥ 

 إجراء في الفساد مكافحة هيئة صلاحيات نطاق يضيق مما ،حكوميين مسؤولين يعودوا لم للدولة المملوكة

 الوضع هذا ويؤثر .للدولة المملوكة الشركات في الفساد لجرائم القضائية والملاحقات والاستفسارات التحقيقات

لىع سلباً لا تتوافق قيود سلطة  (٢) .المفصولة الدولة أصول بإدارة يتعلق فيما القانون وإنفاذ الرقابة فعالية 

هيئة مكافحة الفساد مع مبادئ السياسة العامة، وهي الْمانة والعدل والحساب وحماية الْصول العامة، لْنها 

المملوكة للدولة. لذلك، هناك حاجة إلى  قد تضُعف الرقابة على إدارة الْصول العامة، لا سيما في الشركات

 تقييم وإعادة هيكلة اللوائح لتتوافق مع مبادئ المصلحة العامة وسيادة القانون.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Komisi Pe~mbe~rantasan Korupsi (KPK) se~bagai le~mbaga 

inde~pe~nde~n yang be~rtugas me~mbe~rantas korupsi juga me~njadi bagian 

inte~gral dari siste~m hukum di Indone~sia. KPK be~rpe~ran pe~nting dalam 

me~njaga inte~gritas dan akuntabilitas pe~nye~le~nggara ne~gara, te~rmasuk di 

se~ktor Badan Usaha Milik Ne~gara (BUMN).1 Korupsi di Indone~sia tidak 

hanya be~rdampak pada aspe~k e~konomi, te~tapi juga pada aspe~k sosial dan 

politik.2 Korupsi dapat me~nye~babkan ke~tidakadilan dalam distribusi 

sumbe~r daya, me~mpe~rle~bar ke~se~njangan sosial, dan me~ngurangi kualitas 

layanan publik.  

Korupsi juga dapat me~rusak citra Indone~sia di mata inte~rnasional, 

yang be~rdampak pada inve~stasi asing dan hubungan diplomatik.3  KPK 

me~rupakan suatu le~mbaga ne~gara yang me~miliki fungsi dan we~we~nang 

dalam pe~mbe~rantasan dan pe~nce~gahan tindak pidana korupsi di Indone~sia 

te~rmasuk di bagian BUMN se~be~lum adanya pe~mbatasan dalam UU te~rbaru 

                                                             
1 Rike Hevi Yudiastari, Tinjauan Hukum Keuangan Negara di Lingkup BUMN Persero serta 

Penyelesaian terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi, 2022. 
2 Nurannisa Salsadila dkk., “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan 

Solusinya,” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 2 (2023): 9, 

https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048. 
3 Rahmat Aiman, “Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di 

Indonesia,” Peradaban Journal of Law and Society 3, no. 1 (2024): 16–30, 

https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170. 
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me~nge~nai pe~mbatasan dire~ksi dan komisaris di BUMN.4 UU KPK 

be~rpe~ran se~bagai ke~te~ntuan be~rsifat khusus me~nge~nai hukum acara 

pe~radilan tindak pidana korupsi yang dilakukan ole~h KPK. 

KPK yang pe~ndiriannya be~rlandaskan landasan yuridis UU No. 30 

Tahun 2002 te~ntang KPK se~pe~rti yang dite~rapkan pada Pasal 3 adalah 

“Le~mbaga ne~gara yang dalam me~laksanakan tugas dan we~we~nangnya 

be~rsifat indipe~nde~n dan be~bas dari pe~ngaruh ke~kuasaan manapun”.5 

State~me~nt te~rse~but me~ngandung pe~nge~rtian bahwa KPK dalam 

me~njalankan tugas dan we~we~nangnya be~bas dari pe~ngaruh ke~kuasaan 

manapun se~pe~rti dari Le~mbaga e~kse~kutif, Le~mbaga le~gislatif dan 

Le~mbaga yudikatif, se~rta pihak lainnya yang be~rhubungan de~ngan pe~rkara 

tindak pidana korupsi.6 

KPK dibe~ntuk se~suai de~ngan amanat yang te~rdapat dalam Pasal 43 

ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 se~bagaimana te~lah diubah de~ngan UU No. 

20 Tahun 2001 te~ntang Pe~mbe~rantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar 

amanat te~rse~but, pada tanggal 27 De~se~mbe~r 2002 disahkanlah UU No. 30 

Tahun 2002 te~ntang KPK. Saat UU No.30 Tahun 2002 te~lah me~ngalami 

pe~rubahan ke~dua me~njadi UU No. 19 Tahun 2019 atau dike~nal de~ngan UU 

                                                             
4 Adam Khafi Ferdinand dkk., “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 

Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” 

Cepalo 4, no. 2 (2020): 111–28, https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2006. 
5 Juandra Juandra dkk., “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara 

Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU TIPIKOR,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 

(2021): 442–60, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235. 
6 Paulina Y Amtiran dan Aldarine Molidya, “Pengelolaan Keuangan Negara,” Journal of 

Management : Small and Medium Enterprises (SMEs) 12, no. 2 (2020), 

https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693. 
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KPK. UU KPK yang te~rbaru ini mulai be~rlaku se~te~lah disahkan ole~h DPR 

dan Pe~me~rintah pada tanggal 17 Se~pte~mbe~r 2019.7  

Pe~ngawasan te~rhadap dire~ksi dan komisaris BUMN me~njadi sangat 

pe~nting me~ngingat posisi strate~gis me~re~ka dalam pe~nge~lolaan ase~t ne~gara 

dan pe~layanan publik. Se~cara umum, pe~nye~le~nggara ne~gara adalah pihak 

yang me~njalankan fungsi pe~me~rintahan dan pe~nge~lolaan ne~gara, se~hingga 

me~re~ka wajib diawasi untuk me~nce~gah praktik korupsi dan me~njaga 

inte~gritas.8 KPK se~bagai le~mbaga inde~pe~nde~n dibe~ntuk untuk 

me~mbe~rantas korupsi de~ngan fokus pada pe~nye~le~nggara ne~gara, te~rmasuk 

pe~jabat publik dan pe~nge~lola BUMN.9 Namun, dalam pe~rke~mbangan 

te~rakhir, te~rdapat pe~rubahan re~gulasi yang me~nyatakan bahwa dire~ksi dan 

komisaris BUMN bukan lagi te~rmasuk pe~nye~le~nggara ne~gara, se~hingga 

me~nimbulkan pe~rde~batan me~nge~nai ruang lingkup pe~ngawasan KPK. 

Pe~ran BUMN se~bagai pe~nge~lola ase~t publik me~mbuat se~tiap 

dugaan pe~nyimpangan di tubuh BUMN bukan se~kadar pe~rsoalan korporasi 

biasa, me~lainkan be~rpote~nsi me~nimbulkan ke~rugian ke~uangan ne~gara dan 

me~libatkan ke~pe~ntingan publik. Ole~h kare~na itu, me~kanisme~ pe~me~riksaan 

mulai dari tahap pe~nye~lidikan (pe~ngumpulan bukti awal) hingga 

pe~nyidikan (pe~ne~tapan te~rsangka dan pe~ngumpulan bukti formal) me~njadi 

                                                             
7 “U KPK Baru Berlaku, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif,” t.t., diakses 27 Agustus 2025, 

https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif. 
8 I Gede Sujana dan I Wayan Kandia, “Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia,” 

IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research 2, no. 2 (2024): 56–62, 

https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67. 
9 “Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial,” t.t., diakses 27 

Agustus 2025, https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-

pada-sektor-finansial. 
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tahap krusial untuk me~mastikan akuntabilitas dan upaya pe~ne~gakan hukum 

yang e~fe~ktif. Dari pe~rspe~ktif normatif, KPK10 me~mpunyai mandat untuk 

me~lakukan pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan tindak pidana 

korupsi se~bagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 te~ntang 

KPK yang me~ngatur ke~we~nangannya dalam praktik pe~me~riksaan, KPK 

me~ne~rapkan standar te~rbukanya indikasi korupsi, unsur pe~nye~le~nggara 

ne~gara, dan bukti ke~rugian ne~gara se~be~lum me~naikkan status pe~rkara.11  

Dinamika le~gislasi dan inte~rpre~tasi me~ngubah me~dan pe~me~riksaan 

praktis KPK te~rhadap kasus BUMN. Munculnya ke~te~ntuan-ke~te~ntuan 

dalam re~visi UU BUMN yang dinilai me~nyatakan bahwa anggota dire~ksi 

dan komisaris BUMN “bukan pe~nye~le~nggara ne~gara” me~nimbulkan 

pe~rde~batan apakah KPK masih me~miliki landasan hukum yang sama kuat 

untuk me~lakukan pe~me~riksaan te~rhadap me~re~ka se~buah isu yang langsung 

be~rdampak pada langkah-langkah pe~me~riksaan se~pe~rti pe~manggilan 

formal, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan. Praktisi hukum dan akade~misi te~lah 

me~ngkritik ke~mungkinan te~rjadinya ke~kosongan hukum ini kare~na 

be~risiko me~le~mahkan akuntabilitas pe~jabat yang me~nge~lola sumbe~r daya 

publik.12 

                                                             
10 Afrieni, Salsa. Kewangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca putusan MK 

nomor 87/PUU-XXI/2023 perspektif Good Governance Al-Ghazali. Diss. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, 2025. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76707  
11 Ariance Boboy dkk., “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Menentukan 

Unsur Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi” SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah 

Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1, no. 1 (2021): 53–75, 

https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17. 
12 Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 

Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 3, no. 2 (2017): 37–78, 

https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76707
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KPK me~miliki fungsi utama se~bagai le~mbaga yang me~lakukan 

pe~nye~lidikan, pe~nyidikan dan pe~nuntutan tindak pidana korupsi. 

We~we~nang KPK me~liputi : Me~lakukan koordinasi dan supe~rvisi te~rhadap 

aparat pe~ne~gak hukum lain dalam pe~mbe~rantasan korupsi. Me~lakukan 

pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan tindak pidana korupsi. 

Me~lakukan tindakan pe~nce~gahan se~pe~rti e~dukasi, pe~ngawasan, dan 

pe~mbinaan inte~gritas. Me~miliki ke~we~nangan khusus se~pe~rti pe~nyadapan, 

pe~ngge~le~dahan, pe~nyitaan, dan pe~nahanan se~suai ke~te~ntuan hukum. 

Ke~we~nangan ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 

2019 te~ntang KPK, yang me~ne~gaskan bahwa KPK be~rwe~nang me~nangani 

pe~rkara korupsi yang me~libatkan pe~nye~le~nggara ne~gara.13 

Re~visi Undang-Undang BUMN te~rbaru, te~rdapat Pasal 9g UU No. 

1 Tahun 2025 bahwa dire~ksi, de~wan komisaris, dan de~wan pe~ngawas 

BUMN bukan lagi te~rmasuk pe~nye~le~nggara ne~gara. Hal ini be~rarti KPK 

tidak me~miliki ke~we~nangan langsung untuk me~ngawasi dan me~nindak 

me~re~ka se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara dalam konte~ks korupsi.14 Implikasi 

dari pe~rubahan ini cukup signifikan, yaitu : KPK harus me~ncari pe~nde~katan 

baru dalam pe~ngawasan dan pe~nindakan korupsi di BUMN kare~na tidak 

bisa lagi me~nggunakan dasar hukum se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara. 

                                                             
13 Ahmad Faiz Alamsyah dan Ayu Widia Pertiwi, Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan, 2025. 
14 Mohamad Hidayat Muhtar, “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam 

Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum,” Jambura Law Review 1, no. 1 (2019): 68–93, 

https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988. 
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Revisi UU BUMN melalui Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 membawa 

perubahan mendasar terhadap status hukum Direksi, Dewan Komisaris, dan 

Dewan Pengawas BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai 

penyelenggara negara. Sebelumnya, organ BUMN dipandang sebagai 

penyelenggara negara secara fungsional karena menjalankan fungsi publik 

strategis dan mengelola kekayaan negara, sehingga menjadi dasar 

kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perubahan 

status ini berimplikasi langsung pada pembatasan kewenangan KPK dalam 

melakukan pengawasan dan penindakan korupsi di lingkungan BUMN, 

sehingga menimbulkan perdebatan yuridis terkait konsistensi kebijakan 

hukum tersebut dengan prinsip akuntabilitas publik dan efektivitas 

pemberantasan korupsi.15 

Pote~nsi risiko korupsi di BUMN te~tap tinggi, se~hingga pe~ngawasan 

inte~rnal dan me~kanisme~ lain harus dipe~rkuat. Pe~rubahan ini me~nimbulkan 

ke~khawatiran bahwa pe~ngawasan te~rhadap BUMN me~njadi le~mah dan 

be~rpote~nsi me~mbuka ce~lah korupsi yang sulit ditindak ole~h KPK. 

Dipe~rlukan sine~rgi antara KPK, aparat pe~ne~gak hukum lain, dan 

me~kanisme~ tata ke~lola inte~rnal BUMN untuk me~njaga inte~gritas dan 

transparansi.16 

                                                             
15 Habibie, Muhammad Mirza, Yuliani Catur Rini, and Kartika Winkar Setya. "Business Judgment 

Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law." Jurnal Hukum In Concreto 4.2 

(2025): 271-285. 
16 Nelvia Roza, “Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik 

Negara Persero,” Jurnal Lex Renaissance 7, no. 1 (2022): 41–54, 

https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art4. 
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Ke~tika BUMN di Indone~sia se~makin be~sar porsi pe~rannya dalam 

pe~re~konomian ne~gara, dan se~kaligus me~ndapatkan tugas ke~wajiban 

pe~layanan publik se~suai amanah undang-undang. Dalam praktik 

be~rbisnisnya, tidak jarang me~re~ka (pe~gawai dan pimpinan) me~nghadapi 

aktivitas dile~matis be~rupa me~ne~rima se~buah gratifikasi yang biasanya 

lazim dite~rima dalam ke~giatan bisnis.17 Padahal pe~gawai dan pimpinan 

pe~rusahaan ne~gara, dalam posisinya adalah te~rmasuk se~bagai salah satu 

pe~nye~le~nggara ne~gara. Me~re~ka be~ke~rja be~rkaitan dan de~kat de~ngan 

fasilitas be~se~rta uang dari ne~gara di dalamnya. Se~me~ntara, ongkos 

gratifikasi ole~h se~orang pe~mbe~ri dimasukkan se~bagai biaya atau variabe ~l 

tambahan dalam se~buah produknya.18  

BUMN di Indone~sia se~le~sai me~ngalami transformasi signifikan dan 

me~me~gang pe~ran sangat strate~gis dalam pe~re~konomian nasional. Pe~ran 

BUMN tidak hanya te~rbatas se~bagai pe~laksana ke~giatan e~konomi se~mata, 

me~lainkan juga me~njadi instrume~n pe~nting ke~bijakan pe~me~rintah guna 

me~ncapai tujuan pe~mbangunan nasional.19 Me~lalui ke~pe~milikan ne~gara, 

BUMN me~njadi instrume~nt bagi ne~gara untuk me~mbe~rikan pe~layanan 

publik, me~majukan se~ktor-se~ktor strate~gis yang kurang diminati swasta, 

dan se~cara umum me~ningkatkan ke~se~jahte~raan masyarakat.  

                                                             
17 Jerimas Pelokilla, “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak 

Warga Negara Indonesia,” JOCER: Journal of Civic Education Research 1, no. 1 (2023): 24–28, 

https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11.   
18 Stefani Lidia Fanil Syaufanil dkk., “Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia,” Social 

Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 3 (2024): 163–66, 

https://doi.org/10.37253/se.v2i3.9289. 
19 Rizki Wijayanti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas 

Hukum Malang, t.t. 
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Harapan be~sar te~rhadap kine~rja BUMN, te~rdapat pe~rmasalahan 

hukum dan tata ke~lola yang ke~rap me~njadi pole~mik, khususnya te~rkait 

pe~rsoalan tumpang tindih re~zim hukum publik dan privat ke~tika pe~rusahaan 

te~rse~but me~ngalami ke~rugian. Korupsi di BUMN se~ring kali me~libatkan 

pe~nyalahgunaan ke~kuasaan dan pe~nge~lolaan sumbe~r daya yang tidak 

transparan, yang dapat me~rugikan ke~pe~ntingan publik. De~ngan adanya 

pe~mbatasan ke~we~nangan KPK, tantangan dalam pe~ne~gakan hukum 

se~makin komple~ks, dan hal ini dapat me~ngurangi ke~pe~rcayaan masyarakat 

te~rhadap upaya pe~mbe~rantasan korupsi.  

Fungsi pe~ngawasan dan monitoring juga harus dipe~rkuat baik 

se~cara inte~rnal maupun e~kste~rnal.20 Se~cara inte~rnal, Dire~ksi dan satuan 

pe~ngawas inte~rnal BUMN aktif me~mantau dan me~nganalisis pe~rilaku 

pe~gawai se~rta me~laporkan hasilnya ke~pada De~wan Komisaris untuk 

pe~rbaikan siste~m ke~rja se~cara me~nye~luruh. Se~cara e~kste~rnal, pe~ngawasan 

me~libatkan masyarakat, Ombudsman, se~rta DPR atau DPRD me~lalui 

me~kanisme~ pe~ngaduan dan pe~laporan praktik korupsi. Se~lain itu, 

pe~manfaatan layanan publik e~le~ktronik sangat pe~nting se~bagai sarana 

transparansi dan partisipasi publik dalam pe~ngawasan, se~hingga 

me~ngurangi pe~luang te~rjadinya korupsi.21 De~ngan me~ne~rapkan langkah-

langkah ini se~suai de~ngan ke~te~ntuan hukum yang be~rlaku, se~pe~rti Undang-

                                                             
20 Aziz, Moh. Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal untuk mengatasi Tindak Pidana di Pondok 

Pesantren perspektif Hukum Responsif dan Siyasah Idariyah. Diss. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/70955. 
21 I Made Sila, “Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan,” JOCER: Journal of Civic Education Research 2, no. 1 (2024): 8–14, 

https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/70955
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Undang BUMN dan Undang-Undang Pe~layanan Publik, diharapkan 

pe~nce~gahan korupsi di se~ktor BUMN dapat be~rjalan se~cara e~fe~ktif dan 

te~rpadu.22 

Siyasah Dusturiyyah me~rupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang 

me~mbahas masalah pe~rundang-undangan Ne~gara yang le~bih spe~sifik 

lingkup pe~mbahasannya me~nge~nai prinsip dasar yang be~rkaitan de~ngan 

be~ntuk pe~me~rintahan, aturan yang be~rkaitan de~ngan hak-hak rakyat dan 

me~nge~nai pe~mbagian ke~kuasaan. Dari pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah, 

yang me~rupakan cabang ilmu hukum Islam yang me~mbahas te~ntang tata 

ne~gara, politik, dan konstitusi dalam ke~rangka syariat, pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK ini dapat dianalisis se~bagai be~ntuk imple~me~ntasi 

prinsip-prinsip Islam dalam siste~m hukum positif. Siyasah Dusturiyyah 

me~ne~kankan pada ke~se~imbangan antara ke~kuasaan ne~gara dan hak-hak 

rakyat, se~rta pe~rlindungan te~rhadap ke~pe~ntingan umum (maslahah 

mursalah).  

Konte~ks pe~mbatasan te~rhadap KPK dapat dilihat se~bagai upaya 

untuk me~nce~gah inte~rve~nsi yang be~rle~bihan te~rhadap e~ntitas ne~gara 

se~pe~rti BUMN, yang dianggap se~bagai wakil ke~pe~ntingan umat (khilafah) 

dalam e~konomi. Namun, pe~rspe~ktif ini juga me~ngkritik jika pe~mbatasan 

te~rse~but justru me~lindungi koruptor, yang be~rte~ntangan de~ngan prinsip 

ke~adilan (adl) dan pe~nce~gahan ke~rusakan (mafsadah) dalam Islam. Kajian 

                                                             
22 Nibraska Aslam, “Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di 

Indonesia,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 7, no. 2 (2022): 359–72, 

https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818. 
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ini re~le~van kare~na Indone~sia se~bagai ne~gara de~ngan mayoritas Muslim 

pe~rlu me~nginte~grasikan nilai-nilai Islam dalam hukum anti-korupsi, sambil 

me~mpe~rtimbangkan konte~ks konstitusi Pancasila. 

Pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyah, yaitu te~ori pe~me~rintahan dan 

ke~kuasaan dalam Islam yang me~ne~kankan prinsip ke~adilan dan amanah 

dalam pe~nge~lolaan ke~kuasaan ne~gara, pe~mbatasan ke~we~nangan KPK ini 

me~njadi pe~rsoalan me~ndasar. Me~nurut Siyasah Dusturiyah, se~tiap 

pe~nye~le~nggara ne~gara te~rmasuk pe~jabat BUMN me~miliki tanggung jawab 

moral dan hukum se~bagai amanah untuk me~nge~lola ke~kayaan dan sumbe~r 

daya ne~gara se~cara adil dan be~rtanggung jawab. Ole~h kare~na itu, 

pe~mbatasan ke~we~nangan pe~mbe~rantasan korupsi di kalangan pe~jabat 

BUMN be~rte~ntangan de~ngan prinsip ke~adilan dan amanah yang me~ngatur 

hubungan antara pe~nguasa dan rakyat.23 

Ne~gara me~miliki ke~wajiban untuk me~njaga harta umum dan 

me~nce~gah ke~rusakan yang dapat timbul dari pe~nyalahgunaan ke~kuasaan 

dan korupsi. Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK yang me~nyatakan bahwa 

dire~ksi dan komisaris BUMN bukan pe~nye~le~nggara ne~gara, sse~bagaimana 

diatur dalam Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 BUMN Tahun 2025, 

be~rpote~nsi me~le~mahkan fungsi pe~ngawasan dan pe~mbe~rantasan korupsi, 

se~hingga be~rte~ntangan de~ngan prinsip hisbah dalam islam yang me~nuntut 

adanya pe~ngawasan yang e~fe~ktif te~rhadap pe~nge~lolaan harta umat. 

                                                             
23 Tri Astuti Handayani dan Andrianto Prabowo, “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum 

Pidana Nasional,” Jurnal Hukum Ius Publicum 5, no. 1 (2024): 89–105, 

https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95. 
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Siyasah Dusturiyyah me~ne~kankan pe~ntingnya ke~we~nangan 

pe~ngawas yang inde~pe~nde~nt dan kuat untuk be~rjalan se~suai prinsip 

ke~adilan dan ke~maslahatan be~rsama. Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK dapat 

me~ngurangi e~fe~ktivitas pe~ngawasan te~rhadap praktik-praktik korupsi, 

kolusi, dan ne~potisme~ (KKN) yang me~rugikan ne~gara dan masyarakat luas. 

Hal ini be~rte~ntangan de~ngan doktrin maslahah mursalah yang 

me~nge~de~pankan ke~maslahatan umum se~bagai tujuan utama hukum dan 

ke~bijakan publik dalam Islam.24  

Pe~ngawasan ke~we~nangan te~rhadap dire~ksi dan komisaris BUMN 

me~njadi pe~nting kare~na ke~dudukan me~re~ka yang strate~gis dalam 

pe~nge~lolaan ase~t ne~gara dan pe~layanan publik. Se~be~lumnya, dire~ksi dan 

komisaris BUMN dianggap se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara se~hingga 

be~rada dalam pe~ngawasan KPK untuk me~nce~gah praktik korupsi dan 

me~mastikan transparansi se~rta akuntabilitas. KPK me~miliki fungsi utama 

se~bagai le~mbaga inde~pe~nde~n yang me~lakukan pe~nye~lidikan, pe~nyidikan 

dan pe~nuntutan tindak pidana korupsi, te~rmasuk di lingkungan BUMN, 

de~ngan we~we~nang me~lakukan pe~nyadapan, pe~ngge~le~dahan, dan 

pe~nyitaan se~suai ke~te~ntuan hukum. Namun, dalam pe~mbaruan Undang-

Undang BUMN, khususnya Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025, dinyatakan 

                                                             
24 Saifullah, Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis. "Transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam 

yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori hukum integratif." De Jure: Jurnal 

Hukum dan Syar'iah 12.1 (2020): 1-16. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah... 

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/8579
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bahwa anggota dire~ksi, de~wan komisaris, dan de~wan pe~ngawas BUMN 

bukan lagi te~rmasuk pe~nye~le~nggara ne~gara.25   

Me~nimbulkan implikasi signifikan te~rhadap ke~we~nangan KPK 

dalam me~ngawasi dan me~nindak korupsi di BUMN, kare~na se~cara hukum 

KPK tidak lagi me~miliki dasar untuk me~ngawasi me~re~ka se~bagai 

pe~nye~le~nggara ne~gara. Se~lain itu, pe~misahan fungsi antara dire~ksi yang 

me~njalankan ope~rasional dan komisaris yang me~lakukan pe~ngawasan 

inte~rnal diatur le~bih te~gas untuk me~mpe~rkuat tata ke~lola pe~rusahaan dan 

me~nce~gah konflik ke~pe~ntingan. Implikasi dari pe~rubahan ini me~nuntut 

pe~nye~suaian me~kanisme~ pe~ngawasan dan pe~ne~gakan hukum agar te~tap 

e~fe~ktif dalam me~nce~gah korupsi di BUMN.26  

Pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah, pe~mbatasan te~rse~but pe~rlu dikaji 

ulang agar tidak me~nghambat upaya pe~mbe~rantasan korupsi dan me~njaga 

ke~maslahatan umat se~cara me~nye~luruh. De~ngan de~mikian pe~ne~litian ini 

be~rjudul “PEMBATASAN KEWENANGAN KPK DALAM 

PEMERIKSAAN KASUS KORUPSI OLEH DIREKSI DAN 

KOMISARIS BUMN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Be~rdasarkan latar be~lakang di atas, maka pe~ne~liti me~nguraikan 

rumusan masalah se~bagai be~rikut : 

                                                             
25 Rike Hevi Yudiastari, Tinjauan Hukum Keuangan Negara Di Lingkup Bumn Persero Serta 

Penyelesaian Terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi, 2022. 
26 Ayu Kholifah, IMPLIKASI YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK BAGI KOMISARIS 

DAN DEWAN PENGAWAS ATAS KERUGIAN BUMN, 53 (2023). 
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1. Bagaimana pe~ngaturan ke~we~nangan KPK dalam pe~me~riksaan kasus 

korupsi yang me~libatkan Dire~ksi dan Komisaris BUMN me~nurut 

pe~raturan pe~rundang-undangan di Indone~sia ? 

2. Bagaimana pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah te~rhadap pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK te~rhadap Dire~ksi dan Komisaris BUMN dalam UU 

No 1 Tahun 2025 ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Be~rdasarkan rumusan masalah di atas, maka pe~ne~liti me~nguraikan 

tujuan pe~ne~litian se~bagai be~rikut : 

1. Untuk me~nganalisis dan me~nje~laskan pe~ngaturan ke~we~nangan KPK 

dalam prose~s pe~me~riksaan yang me~liputi pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, 

dan pe~nuntutan te~rhadap kasus korupsi yang me~libatkan Dire~ksi dan 

Komisaris BUMN se~suai de~ngan ke~te~ntuan pe~raturan pe~rundang-

undangan di Indone~sia, se~rta me~ne~ntukan batasan dan implikasi 

hukum dari pe~ngaturan te~rse~but. 

2. Untuk me~nganalisis pe~mbatasan ke~we~nangan KPK te~rhadap Dire~ksi 

dan Komisaris BUMN dalam UU No 1 Tahun 2025 me~lalui pe~rspe~ktif 

Siyasah Dusturiyyah, se~rta me~nilai ke~se~suaian pe~ngaturan te~rse~but 

de~ngan prinsip-prinsip ke~tatane~garaan Islam khususnya te~rkait 

ke~adilan, akuntabilitas, dan pe~rlindungan harta publik. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Pe~ne~litian ini pe~ne~liti diharapkan se~mua pihak yang me~mbaca atau 

te~rlibat dapat me~ngambil manfaat dari pe~ne~litian ini, be~rikut manfaat dari 

pe~ne~litian ini : 

1. Se~cara te~oritis, pe~ne~litian ini be~rtujuan untuk me~mbe~rikan kontribusi 

te~rhadap pe~nge~mbangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum 

tata ne~gara dan hukum administrasi ne~gara te~rkait ke~we~nangan 

antikorupsi te~rhadap BUMN. Se~lain itu, pe~ne~litian ini juga 

me~mbe~rikan kontribusi pe~mikiran dalam me~ngkaji inte~grasi antara 

hukum positif dan hukum islam me~lalui pe~nde~katan Siyasah 

Dusturiyyah. 

2. Se~cara praktis, hasil pe~ne~litian ini diharapkan dapat me~njadi masukan 

bagi pe~mbuat ke~bijakan dalam me~nyusun atau me~nge~valuasi re~gulasi 

te~rkait ke~we~nangan KPK te~rhadap BUMN, agar te~tap me~njamin 

e~fe~ktivitas pe~mbe~rantasan korupsi. Se~lain itu, pe~ne~litian ini juga dapat 

me~njadi re~fe~re~nsi bagi akade~misi, praktisi hukum, dan Masyarakat 

dalam me~mahami isu pe~mbatasan ke~we~nangan KPK dalam pe~rspe~ktif 

hukum nasional dan ke~islaman. 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

De~finisi konse~ptual adalah pe~nje~lasan atau pe~nge~rtian suatu 

konse~p be~rdasarkan ke~rangka te~ori atau pe~mahaman ilmiah yang be~rtujuan 

untuk me~mbe~rikan pe~mahaman me~ndalam te~ntang makna dan ruang 

lingkup konse~p te~rse~but. De~finisi ini biasanya be~rsifat abstrak dan 
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me~nje~laskan karakte~ristik utama yang me~mbe~dakan konse~p te~rse~but dari 

konse~p lain yakni se~bagai be~rikut : 

Kewenangan 

 Ke~we~nangan dapat dipahami se~bagai hak dan le~gitimasi hukum 

yang dibe~rikan ke~pada le~mbaga atau pe~jabat ne~gara untuk be~rtindak, 

me~ngambil ke~putusan, se~rta me~njalankan fungsi te~rte~ntu se~suai de~ngan 

pe~raturan pe~rundang-undangan. Dalam Hukum Administrasi, ke~we~nangan 

dapat lahir me~lalui atribusi (pe~mbe~rian langsung dari UU), de~le~gasi 

(pe~limpahan dari le~mbaga yang le~bih tinggi), atau mandat (pe~nugasan 

untuk dan atas nama pe~mbe~ri ke~we~nangan). 

 Ke~we~nangan me~njadi pe~nting kare~na be~rkaitan de~ngan pe~ran KPK 

se~bagai le~mbaga inde~pe~nde~n yang se~cara hukum dibe~ri ke~we~nangan 

untuk me~lakukan pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan tindak pidana 

korupsi. Namun, de~ngan adanya Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 te~ntang 

BUMN yang me~nyatakan bahwa dire~ksi dan komisaris BUMN bukan lagi 

pe~nye~le~nggara ne~gara, ruang lingkup ke~we~nangan KPK me~ngalami 

pe~mbatasan.27  

Korupsi 

Korupsi me~rupakan tindakan pe~nyalahgunaan ke~kuasaan, we~we~nang, 

atau jabatan untuk me~mpe~role~h ke~untungan pribadi, ke~lompok, atau pihak 

te~rte~ntu yang pada akhirnya me~rugikan ke~uangan maupun pe~re~konomian 

                                                             
27 Rimbawa, I. Made Artha. “Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi.” 

Jurnal Yustitia 15.2 (2021): 87-93., t.t. 
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ne~gara. Se~cara konse~ptual, korupsi me~rupakan be~ntuk ope~rational 

de~viation, yaitu pe~nyimpangan dari prose~dur, aturan, dan norma 

institusional yang se~harusnya dijalankan ole~h pe~jabat atau pihak yang 

me~me~gang amanah publik. 

Tindak korupsi tidak hanya dipahami se~bagai pe~rilaku ile~gal, te~tapi 

juga se~bagai pe~langgaran e~tika dan moral kare~na me~rusak inte~gritas 

le~mbaga se~rta ke~pe~rcayaan masyarakat. Korupsi dije~laskan se~bagai 

pe~rilaku me~nyimpang pe~jabat publik yang me~manfaatkan jabatannya untuk 

ke~pe~ntingan pribadi se~hingga me~nimbulkan ke~rugian publik. De~ngan 

de~mikian, korupsi dipahami se~bagai tindakan yang be~rte~ntangan de~ngan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inte~gritas, se~rta me~njadi ancaman 

te~rhadap tata ke~lola pe~me~rintahan yang baik, khususnya dalam 

pe~nge~lolaan ase~t ne~gara se~pe~rti pada BUMN.28 

Badan Usaha Milik Ne~gara (BUMN) 

Badan Usaha Milik Ne~gara (BUMN) adalah badan usaha yang 

se~luruh atau se~bagian be~sar modalnya dimiliki ole~h ne~gara me~lalui 

pe~nye~rtaan langsung yang be~rasal dari ke~kayaan ne~gara yang dipisahkan. 

BUMN didirikan untuk me~njalankan ke~giatan usaha de~ngan tujuan tidak 

hanya me~ncari ke~untungan, te~tapi juga me~layani ke~pe~ntingan publik, 

                                                             
28 Ilmi Farikhoh dan Anis Chariri, “Korupsi Di Sektor Publik : Tinjauan Literatur Sistematis Dan 

Analisis Bibliometrik,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 8, no. 1 (2022): 63–76, 

https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.866. 
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me~nge~lola se~ktor-se~ktor strate~gis, dan me~ndukung ke~bijakan pe~me~rintah 

dalam pe~mbangunan nasional. 

BUMN pe~nting kare~na me~njadi pe~nge~lola ke~kayaan ne~gara, 

se~hingga dire~ksi dan komisarisnya se~harusnya te~tap tunduk pada prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan pe~ngawasan hukum. Namun, de~ngan 

adanya UU No. 1 Tahun 2025 Pasal 9G, dire~ksi dan komisaris BUMN tidak 

lagi dipandang se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara, yang be~rimplikasi pada 

be~rkurangnya ke~we~nangan KPK dalam me~ngawasi me~re~ka.29 

Direksi dan Komisaris 

Dire~ksi dan Komisaris BUMN me~miliki pe~ran strate~gis dalam 

pe~nge~lolaan dan pe~ngawasan pe~rusahaan yang me~nggunakan ke~kayaan 

ne~gara. Dire~ksi be~rtanggung jawab me~njalankan ope~rasional dan 

me~ngambil ke~putusan bisnis, se~dangkan Komisaris me~ngawasi se~rta 

me~mbe~ri nasihat agar pe~nge~lolaan pe~rusahaan be~rjalan se~suai aturan. 

Me~skipun ke~duanya me~me~gang pe~ranan pe~nting dalam me~njaga 

transparansi dan akuntabilitas atas ase~t publik, UU No. 1 Tahun 2025 Pasal 

9g me~ne~tapkan bahwa Dire~ksi dan Komisaris BUMN bukan lagi 

pe~nye~le~nggara ne~gara.30 

                                                             
29 Daffa, Adika Reyhan, and Eliada Herwiyanti. “Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia.” Economics and Digital Business 

Review 4.2 (2023): 217-230., t.t. 
30 Dyah Anggraeni Purnomo dkk., “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan 

Publik Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020),” Ratio : Reviu Akuntansi 

Kontemporer Indonesia 2, no. 2 (2021), https://doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10375. 
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Konse~kue~nsinya, KPK tidak dapat me~lakukan pe~ngawasan dan 

pe~nindakan langsung te~rhadap me~re~ka se~pe~rti se~be~lumnya, ke~cuali 

apabila te~rdapat bukti ke~rugian ne~gara. Hal ini me~munculkan pote~nsi ce~lah 

pe~ngawasan kare~na me~skipun tidak dikate~gorikan se~bagai pe~nye~le~nggara 

ne~gara, Dire~ksi dan Komisaris te~tap be~rhubungan e~rat de~ngan pe~nge~lolaan 

ke~uangan publik yang se~harusnya tunduk pada prinsip inte~gritas, 

transparansi, dan akuntabilitas.31 

Siyasah Dusturiyyah 

Siyasah Dusturiyyah pe~nting kare~na be~rkaitan langsung de~ngan 

pe~rsoalan ke~we~nangan, dire~ksi, komisaris, dan BUMN. Pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK te~rhadap dire~ksi dan komisaris BUMN dinilai tidak 

se~jalan de~ngan prinsip hisbah dalam Islam yang me~nuntut adanya 

pe~ngawasan kuat te~rhadap pe~nge~lolaan harta publik. Me~skipun me~nurut 

UU No. 1 Tahun 2025 Pasal 9G dire~ksi dan komisaris BUMN tidak lagi 

dianggap se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara.32  

Siyasah Dusturiyyah bukan hanya be~rbicara te~ntang struktur politik, 

te~tapi juga te~ntang nilai-nilai konstitusional Islam yang me~njamin ke~adilan, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam pe~nye~le~nggaraan ne~gara. Dalam hal 

ini, Siyasah Dusturiyyah digunakan se~bagai ke~rangka konse~ptual untuk 

me~ne~laah pe~mbatasan ke~we~nangan KPK se~bagai be~ntuk pe~ne~rapan 

                                                             
31 Permana, Frans Dika, and Vanica Serly. “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap 

Kemampuan Memprediksi Financial Distress: Studi pada Perusahaan BUMN.” Jurnal Eksplorasi 

Akuntansi 3.4 (2021): 908-921., t.t. 
32 Mastori Mastori, “DIALEKTIKA PEMIKIRAN DAKWAH POLITIK DI INDONESIA (ERA 

REFORMASI),” Jurnal Dakwah 20, no. 1 (2020): 154–86, https://doi.org/10.14421/jd.1439. 
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prinsip pe~mbatasan ke~kuasaan dan pe~ngawasan dalam siste~m 

ke~tatane~garaan mode~rn me~nurut pe~rspe~ktif Islam. 

F. METODE PENELITIAN 

Me~tode~ pe~ne~litian me~rupakan rangkaian ke~giatan se~bagai upaya 

me~ncari ke~be~naran me~lalui studi pe~ne~litian yang diawali de~ngan 

pe~mikiran yang be~rtumbuh me~njadi rumusan masalah yang akan 

me~nghasilkan hipote~sis awal. De~ngan bantuan dari kajian pe~ne~litian 

te~rdahulu yang se~lanjutnya data-data te~rse~but diolah dan dianalisis 

se~hingga dapat me~nghasilkan se~buah ke~simpulan. Me~todologi pe~ne~litian 

me~rupakan se~buah langkah ilmiah untuk me~ndapatkan data de~ngan tujuan 

atau manfaat te~rte~ntu.33 

1. Je~nis Pe~ne~litian 

Pe~ne~litian ini dapat dikatakan se~bagai pe~ne~litian yuridis 

normatif atau pe~ne~litian hukum ke~pustakaan, de~ngan pe~rtimbangan 

bahwa titik tolak pe~ne~litian analisis te~rhadap pe~raturan pe~rundang-

undangan. Pe~ne~litian ini be~rfokus pada kajian pe~ne~rapan norma 

dan juga kaidah yang ada pada hukum positif. Namun de~mikian, 

pe~ne~litian ke~pustakaan tidak saja te~rhadap bahan pe~rundang 

undangan di Indone~sia, te~tapi juga bahan-bahan dan aturan 

                                                             
33 Hasan Syahrizal dan M. Syahran Jailani, “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif,” Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 1, no. 1 (2023): 13–23, 

https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49. 



 

 

20 
 

pe~rundang undangan dari be~rbagai ne~gara dan konve~nsi-konve~nsi 

yang me~ngatur tindakan se~je~nisnya.34 

Pe~ne~liti me~nganalisis pe~mbatasan ke~we~nangan KPK 

te~rhadap dire~ksi dan komisaris BUMN se~bagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, de~ngan me~nggunakan 

pe~nde~katan yuridis normatif yang dipadukan de~ngan pe~rspe~ktif 

Siyasah Dusturiyyah. De~ngan de~mikian, pe~ne~litian ini be~rsifat 

de~skriptif analitis, kare~na tidak hanya me~nje~laskan isi norma 

hukum, te~tapi juga me~nganalisis implikasinya te~rhadap 

pe~mbe~rantasan korupsi se~rta me~nilainya dari pe~rspe~ktif hukum 

Islam. 

2. Pe~nde~katan Pe~ne~litian 

Be~rdasarkan topik pe~ne~litian yang diangkat ole~h pe~ne~liti 

te~rdapat dua je~nis pe~nde~katan yang digunakan pe~ne~liti pada 

pe~ne~litiannya yakni pe~nde~katan pe~rundang-undangan (statue~ 

approach), dan pe~nde~katan konse~ptual (conce~ptual approach).35 

a. Pe~nde~katan Pe~rundang-Undangan (statue~ approach) 

Pe~nde~katan yang dilakukan de~ngan me~ne~laah 

se~mua pe~raturan pe~rundang undangan yang be~rhubungan 

de~ngan isu hukum atau pe~rmasalahan yang akan dianalisis 

kare~na aturan hukum yang akan me~njadi titik fokus atau 

                                                             
34 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), 5 

http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16455.  
35 Djulaeka and Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) 

hlm. 36. 

http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16455
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te~ma se~ntral suatu pe~ne~litian. Se~buah pe~ne~litian normatif 

te~ntu me~nggunakan pe~nde~katan pe~rundang-undangan 

se~bab yang akan dite~liti me~rupakan aturan hukum yang 

me~njadi fokus dalam pe~ne~litian. 

Aturan hukum akan dijadikan se~bagai fokus 

pe~ne~litian. Pe~ne~litian ini akan me~ne~laah te~ntang 

pe~rundang-undangan, khususnya UUD 1945, UU 

BUMN,UU Tipikor, UU KPK, UU Pe~nye~le~nggara Ne~gara 

yang Be~rsih dan Be~bas dari KKN, UU Ke~jaksaan RI, UU 

Polri . Pe~nde~katan ini digunakan untuk me~ne~laah norma 

hukum yang me~ngatur pe~mbatasan ke~we~nangan KPK 

te~rhadap dire~ksi dan komisaris BUMN. 

b. Pe~nde~katan Konse~ptual (conce~ptual approach)  

Pe~nde~katan yang dilakukan apabila pe~ne~liti tidak 

be~ranjak dari aturan hukum yang ada. Hal te~rse~but 

dilakukan kare~na be~lum atau tidak me~miliki aturan hukum 

untuk masalah yang dite~liti. Apabila pe~ne~liti me~ngacu pada 

pe~raturan te~rse~but, maka ia tidak akan me~ne~mukan 

pe~nge~rtian yang ia cari. Hanya me~ndapatkan makna yang 

be~rsifat ge~ne~ral yang te~ntunya tidak te~pat untuk 

me~mbangun argume~ntasi hukum. Jika be~rpaling pada 

ke~te~ntuan-ke~te~ntuan lain juga tidak akan dite~mukan. Ole~h 
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kare~na itu, pe~ne~liti harus me~mbangun suatu konse~p yang 

dijadikan acuan dalam pe~ne~litiannya. 

Pe~ne~litian ini pe~nulis me~masukkan pe~rspe~ktif 

Siyasah Dusturiyyah dalam hukum Islam, guna me~ngkaji 

prinsip amanah, ke~adilan, transparansi, dan maslahah 

se~bagai dasar e~tika dalam pe~nge~lolaan ke~uangan ne~gara. 

De~ngan kombinasi ke~dua pe~nde~katan ini, pe~ne~litian tidak 

hanya me~nilai pe~raturan dari se~gi hukum positif, te~tapi juga 

dari dime~nsi e~tika dan moral Islam, se~hingga me~nghasilkan 

analisis yang le~bih kompre~he~nsif. 

3. Sumbe~r Pe~ne~litian Hukum 

Pe~ne~litian hukum normatif me~miliki tiga me~tode~ didalam 

pe~ngumpulan data diantaranya adalah studi pustaka, studi dokume~n 

dan studi arsip. Sumbe~r data yang dipakai pada pe~ne~litian ini 

dipe~role~h me~lalui studi dokume~n (library re~se~ach) se~cara 

kompre~he~nsif te~rhadap sumbe~r ke~pustakaan. Be~be~rapa je~nis bahan 

hukum diantaranya ialah : 

a) Bahan hukum prime~r 

Bahan hukum prime~r me~rupakan sumbe~r hukum 

utama yang me~ncakup pe~raturan pe~rundang-undangan, 

dokume~n hukum, putusan pe~ngadilan, laporan hukum, se~rta 

catatan hukum. Dalam pe~ne~litian ini, bahan hukum prime~r 

be~rpe~ran se~bagai data utama yang be~rsumbe~r dari lite~ratur 
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hukum, khususnya pe~raturan pe~rundang-undangan yang 

dite~tapkan ole~h otoritas be~rwe~nang dan be~rsifat me~ngikat. 

Adapun bahan hukum prime~r yang digunakan dalam 

pe~ne~litian ini me~liputi : 

1) UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) te~ntang 

ne~gara hukum, Pasal 28D te~ntang pe~rlindungan 

hukum, dan Pasal 33 ayat (3) te~ntang cabang 

produksi pe~nting dikuasai ne~gara; 

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. UU 

Nomor 20 Tahun 2001 te~ntang Pe~mbe~rantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor); 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU 

Nomor 19 Tahun 2019 te~ntang Komisi 

Pe~mbe~rantasan Korupsi (UU KPK); 

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 te~ntang 

BUMN; 

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 te~ntang 

Pe~nye~le~nggara Ne~gara yang Be~rsih dan Be~bas 

KKN; 

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 te~ntang 

BUMN (khususnya Pasal 9G dan Pasal 4B) yang 

me~njadi fokus pe~ne~litian kare~na me~mbatasi 

ke~we~nangan KPK; 
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7) UU No. 11 Tahun 2021 te~ntang Pe~rubahan atas UU 

No. 16 Tahun 2004 te~ntang Ke~jaksaan RI; 

8) UU No. 2 Tahun 2002 te~ntang Ke~polisian Ne~gara 

Re~publik Indone~sia. 

b) Bahan Hukum Se~kunde~r 

Bahan hukum se~kunde~r me~rupakan bahan hukum 

yang be~rupa se~mua publikasi te~ntang hukum yang bukan 

me~rupakan dokume~n-dokume~n re~smi. Publikasi te~ntang 

hukum me~liputi buku-buku, te~ks, kamus-kamus hukum, 

jurnal–jurnal hukum dan kome~ntar-kome~ntar atas putusan 

pe~ngadilan. Bahan hukum se~kunde~r me~rupakan bahan-

bahan yang isinya me~mbahas dan me~ngulas bahan prime~r. 

Pe~ne~litian ini yang dijadikan rujukan se~bagai bahan hukum 

Prime~r adalah buku, karya ilmiah jurnal, artike~l, ataupun 

situs dan we~bsite~ yang me~muat bahan hukum dan je~nis-

je~nis tulisan lainnya. Bahan hukum se~kunde~r pada 

pe~ne~litian kali ini diantaranya : 

1) Buku-buku Hukum Tata Ne~gara, Hukum 

Administrasi, Hukum   Korporasi, dan Hukum Islam; 

2) Artike~l jurnal hukum, misalnya : 

1. Firwanda Sandi Pradipta & E~rmania Widjajanti, 

Pe~mbaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam 
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Pe~nge~lolaan BUMN Pasca Re~visi UU No. 1 

Tahun 2025 (2025); 

2. Rasji, Yuniati, & Zayyan Syafiqah Aggistri, 

Pe~rubahan Re~gulasi Pe~nge~lolaan Ke~uangan 

BUMN Me~nurut UU No. 1 Tahun 2025 (2025); 

dan 

3. Rahmad Alan Kurniawan dkk., Analisis De~lik 

Pidana Korupsi dalam Pe~nge~lolaan Ke~uangan 

BUMN (2025). 

c) Bahan Hukum Te~rsie~r 

Bahan hukum te~rsie~r me~rupakan sumbe~r hukum 

tambahan yang be~rfungsi me~ndukung bahan hukum prime~r 

maupun se~kunde~r de~ngan me~mbe~rikan arahan atau rujukan 

dalam bidang hukum. Je~nis bahan ini dapat be~rupa abstrak 

pe~raturan pe~rundang-undangan, biografi tokoh hukum, 

e~nsiklope~dia hukum, inde~ks majalah hukum, kamus hukum, 

dan lain se~bagainya yang be~rguna untuk me~le~ngkapi se~rta 

me~nunjang pe~ne~litian. Dalam pe~ne~litian ini, bahan hukum 

te~rsie~r yang digunakan me~liputi sumbe~r be~rita, Kamus 

Be~sar Bahasa Indone~sia (KBBI), e~nsiklope~dia hukum, se~rta 

kamus hukum yang be~rfungsi untuk me~nje~laskan dan 

me~mbe~rikan de~finisi istilah maupun kalimat. 
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4. Me~tode~ Pe~ngumpulan Data 

Me~ndapat data yang dibutuhkan dalam pe~ne~litian kali ini 

maka pe~ne~liti me~nggunakan te~knik studi ke~pustakaan (library 

re~se~ach). Prose~s pe~ngumpulan bahan hukum disini dilakukan 

me~lalui pe~rundang-undangan yang dapat diakse~s di we~bsite~ re~smi 

pe~me~rintah. Se~dangkan data yang be~rasal dari hasil pe~ne~litian 

hukum atau jurnal pe~ne~litian ini dipe~role~h dari inte~rne~t pada 

masing-masing we~bsite~ jurnal yang be~rsangkutan. Prose~s 

pe~ngumpulan bahan hukum dalam pe~ne~litian ini juga dilakukan 

me~lalui buku-buku hukum yang dipe~role~h baik dari pe~rpustakaan 

maupun kole~ksi pribadi. Pe~ngumpulan data te~rse~but me~miliki 

pe~ran pe~nting te~rhadap isu yang dibahas, kare~na informasi yang 

te~rkumpul nantinya akan digunakan se~bagai dasar analisis untuk 

me~ncapai hasil pe~ne~litian yang diharapkan.36 

5. Me~tode~ Pe~nge~lolaan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dipe~role~h dari studi ke~pustakaan, 

pe~raturan pe~rundang-undangan, se~rta artike~l diolah ole~h pe~ne~liti 

de~ngan cara me~nguraikan dan me~ngaitkannya se~hingga te~rsaji 

dalam tulisan yang le~bih te~rstruktur untuk me~njawab pe~rmasalahan 

yang te~lah dite~ntukan. Pe~ngolahan bahan hukum dilakukan de~ngan 

me~tode~ de~duktif, yaitu me~narik ke~simpulan dari hal-hal yang 

be~rsifat umum me~nuju pe~rsoalan konkre~t yang dite~liti. Prose~s 

                                                             
36 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 60 
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analisis bahan hukum te~rse~but dite~mpuh me~lalui be~be~rapa tahapan 

se~bagai be~rikut : 

a) Inve~ntarisasi bahan hukum 

Me~ngumpulkan se~luruh bahan hukum prime~r, se~kunde~r, dan 

te~rsie~r yang be~rkaitan de~ngan isu pe~ne~litian; 

b) Klasifikasi bahan hukum  

Me~nge~lompokkan bahan hukum se~suai je~nis dan ke~dudukannya 

dalam siste~m hukum; 

c) Siste~matisasi bahan hukum  

Me~nyusun bahan hukum se~cara runtut mulai dari konstitusi, 

undang-undang, hingga lite~ratur akade~mik dan doktrin hukum 

Islam; 

d) Analisis isi (conte~nt analysis)  

Me~ne~laah substansi bahan hukum de~ngan me~tode~ kualitatif 

me~lalui pe~nde~katan yuridis normatif yang dipadukan de~ngan 

pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah, se~hingga dapat me~nghasilkan 

argume~ntasi hukum yang te~pat dan se~suai de~ngan tujuan 

pe~ne~litian. 

6. Me~tode~ Analisis Bahan Hukum 

Me~tode~ analisis yang digunakan pada pe~ne~litian ini adalah 

analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara pe~ne~litian yang 

me~nghasilkan informasi de~skriptif analitis, dan te~rkumpul untuk 

ke~mudian me~nguraikan fakta yang te~lah ada dalam pe~ne~litian ini 
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untuk ke~mudian ditarik suatu ke~simpulan dan saran de~ngan 

me~manfaatkan cara be~rfikir de~duktif yaitu me~narik ke~simpulan 

yang be~rangkat dari hal-hal yang be~rsifat umum me~nuju hal-hal 

yang be~rsifat khusus.  

Me~tode~ analisis yuridis kualitatif ini dilakukan de~ngan 

me~nganalisis pe~raturan pe~rundang-undangan yang be~rkaitan 

de~ngan rumusan masalah yang te~rdapat dalam pe~ne~litian ini untuk 

ke~mudian dikore~lasikan de~ngan be~be~rapa asas dan te~ori yang 

me~njadi landasan atau pisau analisa dalam pe~nulisan pe~ne~litian ini 

se~bagai langkah untuk me~ne~mukan konklusi, jalan ke~luar maupun 

konse~psi ide~al te~ntang hal-hal yang me~njadi pe~mbahasan.37 

G. PENELITIAN TERDAHULU 

Adanya pe~ne~litian se~rupa yang dilakukan se~be~lumnya, yang 

me~ngangkat topik pe~ne~litian yang sama de~ngan yang se~dang pe~ne~liti kaji. 

Te~rdapat pe~rbe~daan antara pe~ne~litian ini de~ngan pe~ne~litian lain se~je~nis, 

baik dari topik utama pe~mbahasan maupun te~ori yang digunakan. 

Pe~ne~litian se~be~lumnya me~miliki konse~ntrasi atau pe~mfokusan yang 

be~rbe~da de~ngan pe~ne~litian ini. 

Be~be~rapa pe~ne~litian te~rdahulu yang sudah dibaca ole~h pe~ne~liti, 

diantaranya se~bagai be~rikut : 

                                                             
37 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 

34. 
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1. Jurnal “Pe~mbaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pe~nge~lolaan 

BUMN Pasca Re~visi UU No. 1 Tahun 2025” karya Firwanda Sandi 

Pradipta dan E~rmania Widjajanti me~mbahas dampak Pasal 9G UU 

No. 1 Tahun 2025 yang me~nge~cualikan Dire~ksi, Komisaris, dan 

De~wan Pe~ngawas BUMN dari kate~gori pe~nye~le~nggara ne~gara. 

Kajian ini me~nilai bahwa pe~rubahan te~rse~but me~nimbulkan 

pe~rsoalan te~rhadap ke~pastian hukum, akuntabilitas, dan ke~we~nangan 

KPK, se~rta be~rpote~nsi me~le~mahkan transparansi dan pe~mbe~rantasan 

korupsi. De~ngan pe~nde~katan normatif de~skriptif analitis, pe~ne~litian 

ini me~ne~laah konsiste~nsi UU te~rse~but te~rhadap prinsip ke~pastian 

hukum dan akuntabilitas publik. Hasilnya me~nunjukkan bahwa 

me~skipun re~visi dimaksudkan untuk me~mbe~dakan risiko bisnis dari 

tindak korupsi, Pasal 9G justru me~mbuka ruang impunitas dan 

pe~le~mahan pe~ne~gakan hukum. Ke~baruan pe~ne~litian te~rle~tak pada 

inte~grasi analisis yuridis positif de~ngan kajian normatif Islam me~lalui 

pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah, yang me~nilai pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK tidak hanya dari aspe~k hukum formal, te~tapi juga 

dari prinsip ke~tatane~garaan Islam te~ntang ke~adilan, pe~mbatasan 

ke~kuasaan, dan akuntabilitas, yang be~lum banyak dikaji dalam 

pe~ne~litian se~be~lumnya. 

2. Jurnal “Pe~rubahan Re~gulasi Pe~nge~lolaan Ke~uangan BUMN Me~nurut 

UU No. 1 Tahun 2025: Tinjauan Filosofi Hukum” karya Rasji, Yuniati, 

dan Zayyan Syafiqah Aggistri me~mbahas pe~rubahan me~ndasar dalam 
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pe~nge~lolaan ke~uangan BUMN pasca UU No. 1 Tahun 2025 dari 

pe~rspe~ktif filosofi hukum. Fokus kajian me~liputi status hukum 

ke~kayaan BUMN, ke~dudukan pe~nge~lola yang bukan pe~nye~le~nggara 

ne~gara, dan pe~mbatasan ke~we~nangan BPK. De~ngan pe~nde~katan 

hukum normatif (doktrinal) me~lalui statute~ approach dan analisis 

de~skriptif kualitatif, pe~ne~litian ini me~ne~mukan bahwa pe~rubahan 

re~gulasi te~rse~but me~nimbulkan ke~tidakpastian hukum, pe~nurunan 

transparansi dan akuntabilitas, se~rta me~le~mahnya pe~ngawasan dana 

publik. Pe~nghapusan frasa “modal BUMN be~rasal dari ke~kayaan 

ne~gara yang dipisahkan”, status pe~nye~le~nggara ne~gara bagi pe~jabat 

BUMN, dan pe~mbatasan ke~we~nangan BPK hanya atas pe~rmintaan 

DPR me~njadi titik krusial yang me~munculkan konse~kue~nsi se~rius 

te~rhadap tata ke~lola ke~uangan ne~gara. Ke~baruan pe~ne~litian ini 

te~rle~tak pada inte~grasi analisis yuridis normatif de~ngan kajian 

Siyasah Dusturiyyah untuk me~ninjau Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 

se~cara le~bih me~ndalam. Pe~ne~litian ini tidak hanya me~nyoroti aspe~k 

yuridis dan ke~le~mbagaan, te~tapi juga me~ne~laah prinsip-prinsip 

ke~tatane~garaan Islam se~pe~rti ke~adilan, pe~mbatasan ke~kuasaan, dan 

akuntabilitas dalam pe~nye~le~nggaraan ne~gara, se~hingga 

me~nghadirkan pe~rspe~ktif inte~rdisipline~r baru dalam analisis 

pe~mbe~rantasan korupsi di lingkungan BUMN. 

3. Jurnal “Analisis De~lik Pidana Korupsi Dalam Pe~nge~lolaan Ke~uangan 

BUMN Ole~h Pe~jabat Dire~ksi BUMN” karya Rahmad Alan 
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Kurniawan, Fitrahul Alwi, Muhammad Farid Haqi, dan Hafid Jamil 

me~mbahas tindak pidana korupsi dalam pe~nge~lolaan ke~uangan 

BUMN ole~h dire~ksi, de~ngan fokus pada pe~rtanggungjawaban 

dire~ksi, de~finisi ke~rugian ne~gara, dan pe~ne~rapan Busine~ss Judgme~nt 

Rule~ (BJR). Me~lalui pe~nde~katan yuridis normatif dan e~mpiris, 

pe~ne~litian ini me~ne~laah pe~raturan pe~rundang-undangan, studi kasus, 

dan putusan pe~ngadilan. Hasilnya me~nunjukkan bahwa dualisme~ 

status BUMN dan kaburnya de~finisi ke~rugian ne~gara se~ring me~micu 

ove~r-criminalization te~rhadap dire~ksi. Ole~h kare~na itu, pe~ne~rapan 

BJR dan asas ultimum re~me~dium pe~nting untuk me~mbe~dakan antara 

risiko bisnis dan tindak korupsi, se~rta me~ndorong ke~pastian hukum 

dan inovasi di BUMN. Ke~baruan pe~ne~litian ini te~rle~tak pada 

inte~grasi analisis hukum positif de~ngan pe~rspe~ktif Siyasah 

Dusturiyyah (politik ke~tatane~garaan Islam). Pe~nde~katan 

inte~rdisipline~r ini me~nilai pe~mbatasan ke~we~nangan KPK te~rhadap 

dire~ksi dan komisaris BUMN tidak hanya dari aspe~k hukum nasional, 

te~tapi juga me~lalui prinsip-prinsip ke~tatane~garaan Islam se~pe~rti 

ke~adilan, pe~mbatasan ke~kuasaan, dan akuntabilitas. De~ngan 

de~mikian, pe~ne~litian ini me~mpe~rluas analisis ke~ arah nilai-nilai 

konstitusional Islam dalam pe~ngawasan ke~kuasaan ne~gara, yang 

be~lum banyak dikaji dalam pe~ne~litian se~be~lumnya. 

4. Jurnal “Danantara dan Paradigma Baru Pe~nge~lolaan Ase~t Ne~gara: 

Tinjauan Kritis te~rhadap Le~galitas dan Mode~l Tata Ke~lola me~nurut 
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UU No. 1 Tahun 2025” karya I Ge~de~ Sukarmo dan Khairul Aswadi 

me~ngkaji pe~mbe~ntukan Danantara se~bagai supe~r holding BUMN di 

bawah Pre~side~n be~rdasarkan UU No. 1 Tahun 2025, de~ngan fokus 

pada pe~ne~rapan Good Corporate~ Gove~rnance~ (GCG). Me~lalui 

pe~nde~katan yuridis normatif, pe~ne~litian ini me~ne~laah dasar hukum, 

struktur organisasi, dan ke~se~suaian Danantara de~ngan prinsip GCG. 

Hasilnya me~nunjukkan bahwa me~skipun Danantara be~rtujuan 

me~mpe~rkuat e~fisie~nsi dan transparansi pe~nge~lolaan ase~t ne~gara, 

le~mbaga ini masih me~nghadapi tantangan be~rupa dominasi politik, 

le~mahnya pe~ngawasan, dan risiko be~rkurangnya akuntabilitas publik. 

Tanpa re~formasi struktural dan me~kanisme~ che~cks and balance~s yang 

kuat, Danantara be~rpote~nsi me~njadi instrume~n ke~kuasaan yang 

te~rtutup. Ke~baruan pe~ne~litian te~rle~tak pada pe~rluasan fokus te~rhadap 

pe~ne~gakan hukum dan pe~mbe~rantasan korupsi di BUMN, khususnya 

pe~mbatasan ke~we~nangan KPK te~rhadap dire~ksi dan komisaris pasca 

pe~rubahan status me~re~ka yang tidak lagi dianggap se~bagai 

pe~nye~le~nggara ne~gara. Pe~nde~katan ini me~mbe~rikan kontribusi baru 

de~ngan me~ngkaji ce~lah hukum dan implikasi yuridis yang be~lum 

dibahas dalam pe~ne~litian se~be~lumnya te~ntang tata ke~lola ase~t ne~gara. 

5. Jurnal “Pe~ne~rapan Busine~ss Judgme~nt Rule~ dalam Tanggung Jawab 

Dire~ksi BUMN” karya Rr. Ani Wijayati, Chris Anggi Natalia Be~rutu, 

dan Mawar Sitohang me~mbahas pe~ne~rapan Busine~ss Judgme~nt Rule~ 

(BJR) dalam tanggung jawab dire~ksi BUMN se~bagai be~ntuk 
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pe~rlindungan hukum atas ke~putusan bisnis yang diambil de~ngan 

itikad baik dan ke~hati-hatian. De~ngan pe~nde~katan yuridis normatif, 

pe~ne~litian ini me~ne~laah UU PT, UU BUMN, dan UU Tipikor untuk 

me~ne~gaskan bahwa ke~putusan bisnis yang diambil tanpa be~nturan 

ke~pe~ntingan dan de~mi ke~pe~ntingan pe~rse~roan tidak otomatis 

dianggap me~rugikan ke~uangan ne~gara. Hasil pe~ne~litian me~ne~kankan 

pe~ntingnya harmonisasi re~gulasi agar pe~ne~rapan prinsip BJR dapat 

be~rjalan konsiste~n dalam tata ke~lola BUMN dan me~ndukung 

ke~pastian hukum bagi dire~ksi. Ke~baruan pe~ne~litian te~rle~tak pada 

pe~rluasan kajian ke~ aspe~k hukum pidana dan ke~we~nangan KPK, 

khususnya te~rkait ce~lah hukum akibat pe~nghapusan status 

pe~nye~le~nggara ne~gara bagi dire~ksi dan komisaris BUMN. 

Pe~nde~katan ini me~nyoroti dampak pe~mbatasan te~rse~but te~rhadap 

pe~ran KPK dalam pe~nyidikan dan pe~ngawasan, se~hingga 

me~mpe~rkaya analisis dari se~kadar pe~rlindungan hukum bisnis 

me~njadi isu pe~ne~gakan hukum antikorupsi di BUMN. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Nama/Judul/Pergu

ruan Tinggi/Tahun 

Rumusan 

Masalah 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan Unsur 

Kebaruan 

1. Firwanda Sandi 

Pradipta dan 

E~rmania Widjajanti/ 

Pe~mbaharuan 

Hukum Pidana 

Korupsi Dalam 

Pe~nge~lolaan BUMN 

Pasca Re~visi UU No. 

1 Tahun 2025/ 

a.  Apakah UU 

No. 1 Tahun 

2025 

mampu 

me~nciptaka

n ke~pastian 

hukum dan 

ke~adilan 

dalam 

a. Re~visi UU 

No. 1 

Tahun 

2025 

me~mbe~ri 

ke~pastian 

hukum 

de~ngan 

me~mbe~da

Jurnal ini 

me~mbahas 

implikasi 

Pasal 9G 

UU No. 1 

Tahun 2025 

yang 

me~nge~cuali

kan Dire~ksi 

Unsur ke~baruan 

pe~ne~litian ini 

te~rle~tak pada 

inte~grasi analisis 

yuridis positif 

de~ngan kajian 

normatif Islam 

me~lalui pe~rspe~ktif 

Siyasah 
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Magiste~r Hukum, 

Fakultas Hukum, 

Unive~rsitas Trisakti/ 

2025. 

pe~mbe~ranta

san korupsi 

di BUMN? 

b. Bagaimana 

pe~ngaruh 

Pasal 9G 

UU No. 1 

Tahun 2025 

te~rhadap 

ke~we~nanga

n KPK 

dalam 

pe~ne~gakan 

hukum 

korupsi? 

kan 

ke~rugian 

akibat 

risiko 

bisnis dari 

pe~rbuatan 

koruptif, 

se~hingga 

me~nce~gah 

kriminalis

asi 

ke~bijakan 

bisnis 

BUMN. 

b. Namun, 

Pasal 9G 

me~nimbul

kan 

pe~rsoalan 

kare~na 

me~nghapu

s status 

pe~nye~le~n

ggara 

ne~gara 

bagi 

pe~jabat 

BUMN, 

be~rpote~nsi 

me~le~mahk

an 

ke~we~nang

an KPK 

dan 

me~nganca

m 

transparan

si se~rta 

akuntabilit

as. 

dan 

Komisaris 

BUMN dari 

pe~nye~le~ngg

ara ne~gara 

me~lalui 

pe~nde~katan 

normatif, 

me~nyoroti 

pote~nsi 

impunitas 

dan 

pe~le~mahan 

KPK. 

Pe~ne~litian 

ini 

me~mpe~rlua

s kajian 

de~ngan 

pe~rspe~ktif 

Siyasah 

Maliyah, 

me~nilai isu 

te~rse~but 

be~rdasarkan 

prinsip 

ke~adilan, 

amanah, 

maslahah, 

dan hisbah 

dalam 

hukum 

Islam. 

 

Dusturiyyah, yang 

me~nilai pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK 

tidak hanya dari 

aspe~k hukum 

formal, te~tapi juga 

dari prinsip 

ke~tatane~garaan 

Islam te~ntang 

ke~adilan, 

pe~mbatasan 

ke~kuasaan, dan 

akuntabilitas. 

 

2. Rasji, Yuniati, dan 

Zayyan Syafiqah 

Aggistri/ Pe~rubahan 

Re~gulasi 

Pe~nge~lolaan 

Ke~uangan BUMN 

a. Bagaimana 

implikasi 

hukum 

pe~nghapus

an frasa 

“modal 

a. Pe~nghapu

san frasa 

te~rse~but 

me~nimbu

lkan 

ke~tidakpa

Jurnal ini 

me~ngkaji 

pe~rubahan 

re~gulasi 

ke~uangan 

BUMN 

Unsur ke~baruan 

pe~ne~litian ini 

te~rle~tak pada 

inte~grasi analisis 

yuridis normatif 

de~ngan kajian 
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me~nurut UU No. 1 

Tahun 2025 te~ntang 

Badan Usaha Milik 

Ne~gara: Tinjauan 

Filosofis Hukum/ 

Unive~rsitas 

Tarumanagara/ 2025. 

BUMN 

be~rasal dari 

ke~kayaan 

ne~gara 

yang 

dipisahkan

” te~rhadap 

status 

ke~kayaan 

BUMN? 

b. Bagaimana 

implikasi 

hukum 

pe~ne~gasan 

bahwa 

pe~nge~lola 

BUMN 

bukan 

pe~nye~le~ng

gara ne~gara 

dan 

pe~mbatasa

n 

we~we~nang 

BPK atas 

pe~rmintaan 

DPR 

ditinjau 

dari nilai 

ke~adilan, 

ke~manfaata

n, dan 

ke~pastian 

hukum? 

stian 

status 

hukum 

ke~kayaan 

BUMN 

dan 

be~rpote~ns

i 

me~le~mah

kan upaya 

pe~mbe~ra

ntasan 

korupsi. 

b. Pe~ne~tapa

n 

pe~nge~lola 

BUMN 

bukan 

pe~nye~le~n

ggara 

ne~gara 

dan 

pe~mbatas

an 

we~we~nan

g BPK 

dapat 

me~ngura

ngi 

akuntabili

tas se~rta 

me~ningka

tkan 

risiko 

pe~nyalah

gunaan 

we~we~nan

g. 

dalam UU 

No. 1 Tahun 

2025 se~cara 

filosofis 

de~ngan 

pe~nde~katan 

normatif 

dan te~ori 

Radbruch, 

Rawls, 

Ke~lse~n, 

se~rta 

utilitarianis

me~. 

Se~me~ntara 

pe~ne~litian 

ini be~rfokus 

pada 

pe~mbatasan 

ke~we~nanga

n KPK 

te~rhadap 

Dire~ksi dan 

Komisaris 

BUMN 

pasca 

pe~nghapusa

n status 

pe~nye~le~ngg

ara ne~gara, 

se~rta 

me~nganalisi

s 

dampaknya 

te~rhadap 

pe~mbe~ranta

san korupsi 

me~lalui 

pe~rspe~ktif 

Siyasah 

Maliyah dan 

nilai-nilai 

Islam. 

Siyasah Dusturiyyah 

untuk me~ninjau 

Pasal 9G UU No. 1 

Tahun 2025 se~cara 

le~bih me~ndalam. 

Pe~ne~litian ini tidak 

hanya me~nyoroti 

aspe~k yuridis dan 

ke~le~mbagaan, te~tapi 

juga me~ne~laah 

prinsip-prinsip 

ke~tatane~garaan 

Islam se~pe~rti 

ke~adilan, 

pe~mbatasan 

ke~kuasaan, dan 

akuntabilitas dalam 

pe~nye~le~nggaraan 

ne~gara, se~hingga 

me~nghadirkan 

pe~rspe~ktif 

inte~rdisipline~r baru 

dalam analisis 

pe~mbe~rantasan 

korupsi di 

lingkungan BUMN. 

 

3. Rahmad Alan 

Kurniawan, Fitrahul 

Alwi, Muhammad 

a. Bagaiman

a 

ke~rugian 

a. Hukum 

pidana 

korupsi 

Jurnal ini 

me~nyoroti 

de~lik 

Unsur ke~baruan 

pe~ne~litian ini 

te~rle~tak pada 



 

 

36 
 

Farid Haqi, dan 

Hafid Jamil/ Analisis 

De~lik Pidana 

Korupsi Dalam 

Pe~nge~lolaan 

Ke~uangan BUMN 

Ole~h Pe~jabat Dire~ksi 

BUMN/ Program 

Studi Hukum, 

Unive~rsitas 

Muhammadiyah 

Tange~rang/ 2025. 

BUMN 

yang 

ke~kayaan

nya 

dipisahka

n dapat 

dikate~gor

ikan 

se~bagai 

ke~rugian 

ne~gara 

dalam UU 

Tipikor 

dan 

me~micu 

kriminalis

asi 

dire~ksi 

BUMN? 

b. Bagaiman

a 

pe~ne~rapa

n doktrin 

Busine~ss 

Judgme~nt 

Rule~ dan 

asas 

ultimum 

re~me~diu

m dapat 

me~lindun

gi dire~ksi 

BUMN 

yang 

be~ritikad 

baik 

namun 

ke~bijakan

nya 

me~nimbu

lkan 

ke~rugian? 

se~harusn

ya 

me~njadi 

upaya 

te~rakhir, 

dan 

dire~ksi 

yang 

be~ritikad 

baik pe~rlu 

dilindung

i me~lalui 

doktrin 

Busine~ss 

Judgme~nt 

Rule~. 

b. Pe~ne~gaka

n hukum 

di 

Indone~sia 

masih 

inkonsiste

~n 

me~mbe~d

akan 

ke~rugian 

bisnis dan 

korupsi, 

se~hingga 

se~ring 

te~rjadi 

kriminalis

asi 

be~rle~biha

n 

te~rhadap 

dire~ksi 

BUMN. 

korupsi 

dire~ksi 

BUMN 

de~ngan 

fokus pada 

Busine~ss 

Judgme~nt 

Rule~ dan 

asas 

ultimum 

re~me~dium, 

me~ne~gaska

n bahwa 

ke~rugian 

BUMN 

tidak se~lalu 

me~rupakan 

ke~rugian 

ne~gara. 

Se~me~ntara 

pe~ne~litian 

ini 

me~nggunak

an 

pe~rspe~ktif 

hukum tata 

ne~gara dan 

Siyasah 

Maliyah 

untuk 

me~nilai 

implikasi 

yuridis dan 

moral 

pe~mbatasan 

ke~we~nanga

n KPK 

be~rdasarkan 

hukum 

Islam. 

inte~grasi analisis 

hukum positif 

de~ngan pe~rspe~ktif 

Siyasah Dusturiyyah 

(politik 

ke~tatane~garaan 

Islam). Pe~nde~katan 

inte~rdisipline~r ini 

me~nilai pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK 

te~rhadap dire~ksi dan 

komisaris BUMN 

tidak hanya dari 

aspe~k hukum 

nasional, te~tapi juga 

me~lalui prinsip-

prinsip 

ke~tatane~garaan 

Islam se~pe~rti 

ke~adilan, 

pe~mbatasan 

ke~kuasaan, dan 

akuntabilitas. 

De~ngan de~mikian, 

pe~ne~litian ini 

me~mpe~rluas analisis 

ke~ arah nilai-nilai 

konstitusional Islam 

dalam pe~ngawasan 

ke~kuasaan ne~gara. 

4. I Ge~de~ Sukarmo dan 

Khairul Aswadi/ 

Danantara dan 

Paradigma Baru 

a. Bagaiman

a 

ke~rangka 

hukum, 

a. Danantar

a se~bagai 

supe~r 

holding di 

Jurnal ini 

be~rfokus 

pada 

pe~mbe~ntuk

Unsur ke~baruan 

pe~ne~litian ini 

te~rle~tak pada fokus 

pe~ne~gakan hukum 



 

 

37 
 

Pe~nge~lolaan Ase~t 

Ne~gara Tinjauan 

Kritis te~rhadap 

Le~galitas dan Mode~l 

Tata Ke~lola me~nurut 

UU No. 1 Tahun 

2025/ Unive~rsitas 

Islam Al-Azhar/ 

2025. 

struktur 

organisasi

, dan 

ke~duduka

n 

Danantara 

di bawah 

Pre~side~n 

me~nurut 

UU No. 1 

Tahun 

2025? 

b. Bagaiman

a 

pe~ne~rapa

n dan 

e~valuasi 

prinsip 

Good 

Corporat

e~ 

Gove~rnan

ce~ (GCG) 

dalam tata 

ke~lola 

Danantara

? 

bawah 

Pre~side~n 

me~miliki 

ke~we~nan

gan luas, 

namun 

me~nimbu

lkan 

pe~rsoalan 

akuntabili

tas dan 

pe~ngawas

an publik. 

b. Pe~ne~rapa

n GCG 

le~mah 

akibat 

dominasi 

politik, 

minimnya 

pe~ngawas

an, dan 

kurangny

a 

transpara

nsi, 

se~hingga 

be~risiko 

me~njadi 

instrume~

n 

ke~kuasaa

n yang 

tidak 

akuntabe~l 

an supe~r 

holding 

BUMN dan 

pe~ne~rapan 

GCG dalam 

pe~nge~lolaa

n ase~t 

ne~gara, 

se~dangkan 

pe~ne~litian 

ini 

me~nitikbe~ra

tkan pada 

pe~mbatasan 

ke~we~nanga

n KPK 

te~rhadap 

dire~ksi dan 

komisaris 

BUMN 

dalam 

konte~ks 

pe~mbe~ranta

san korupsi. 

 

dan pe~mbe~rantasan 

korupsi di BUMN, 

khususnya 

pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK 

te~rhadap dire~ksi dan 

komisaris. Be~rbe~da 

dari jurnal 

se~be~lumnya yang 

me~nyoroti tata 

ke~lola ase~t dan 

GCG, pe~ne~litian ini 

me~ne~laah ce~lah 

hukum akibat 

pe~rubahan status 

pe~jabat BUMN yang 

be~rdampak pada 

be~rkurangnya 

ke~we~nangan KPK. 

 

5. Rr. Ani wijayati, 

Chris Anggi Natalia 

Be~rutu, dan Mawar 

Sitohang/ Pe~ne~rapan 

Busine~ss Judgme~nt 

Rule~ dalam 

Tanggung Jawab 

Dire~ksi BUMN/ 

Fakultas Hukum, 

Unive~rsitas Kriste~n 

a. Bagaimana 

pe~ngaturan 

prinsip 

Busine~ss 

Judgme~nt 

Rule~ 

te~rhadap 

tanggung 

jawab 

dire~ksi 

BUMN 

A. Prinsip 

BJR dalam 

UU PT dan 

UU BUMN 

me~lindungi 

dire~ksi 

yang 

be~ritikad 

baik, 

be~rhati-

hati, dan 

Jurnal ini 

me~nyoroti 

pe~rlindunga

n hukum 

dire~ksi 

BUMN 

me~lalui BJR 

agar 

ke~putusan 

bisnis tidak 

dianggap 

Unsur ke~baruan 

pe~ne~litian ini 

te~rle~tak pada kajian 

ke~we~nangan KPK 

dalam me~ngawasi 

dire~ksi dan 

komisaris BUMN, 

de~ngan fokus pada 

dampak 

pe~nghapusan status 

pe~nye~le~nggara 
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Indone~sia, 

Indone~sia/ 2025. 

dalam UU 

PT, UU 

BUMN, 

dan UU 

Tipikor? 

b. Bagaimana 

pe~ne~rapan 

prinsip 

te~rse~but 

me~lindungi 

dire~ksi 

BUMN 

dari 

kriminalisa

si atas 

ke~putusan 

bisnis yang 

me~nimbulk

an 

ke~rugian? 

be~bas 

be~nturan 

ke~pe~ntinga

n. 

B. Dipe~rlukan 

sinkronisas

i UU PT, 

UU 

BUMN, 

dan UU 

Tipikor 

agar 

pe~ne~rapan 

BJR 

konsiste~n 

dan 

me~nce~gah 

kriminalisa

si dire~ksi 

atas 

ke~rugian 

wajar. 

me~rugikan 

ne~gara, 

se~dangkan 

pe~ne~litian 

ini fokus 

pada 

pe~mbatasan 

ke~we~nanga

n KPK 

te~rhadap 

pe~jabat 

BUMN 

dalam 

konte~ks 

pe~mbe~ranta

san korupsi. 

 

ne~gara yang 

me~mbatasi 

ke~we~nangan 

pe~nyidikan KPK. 

Be~rbe~da dari jurnal 

yang me~nyoroti 

pe~rlindungan hukum 

dire~ksi me~lalui BJR, 

pe~ne~litian ini 

me~mpe~rluas analisis 

ke~ ranah hukum 

pidana dan 

pe~ngawasan 

antikorupsi. 

 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Siste~matika pe~nulisan dalam pe~ne~litian ini disusun untuk 

me~mbe~rikan gambaran yang runtut dan siste~matis me~nge~nai isi 

ke~se~luruhan skripsi, se~hingga pe~mbahasan dapat dipahami se~cara je~las. 

Adapun siste~matika pe~nulisan adalah se~bagai be~rikut : 

1. Bab I Pe~ndahuluan 

Bab ini be~risi uraian me~nge~nai latar be~lakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan pe~ne~litian, manfaat pe~ne~litian, de~finisi 

konse~ptual, me~tode~ pe~ne~litian, pe~ne~litian te~rdahulu se~rta 

siste~matika pe~nulisan. Bab ini dimaksudkan untuk me~mbe~rikan 
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landasan awal bagi pe~mbaca me~nge~nai konte~ks, arah, dan tujuan 

pe~ne~litian. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini me~muat kajian pustaka be~rupa ke~rangka te~ori yang 

re~le~van, se~rta konse~p-konse~p hukum yang be~rkaitan de~ngan topik 

pe~mbatasan ke~we~nangan KPK te~rhadap dire~ksi dan komisaris 

BUMN. Se~lain itu, bab ini juga me~nje~laskan ke~rangka be~rpikir 

yang digunakan se~bagai pisau analisis dalam pe~ne~litian. 

3. Bab III Hasil Pe~ne~litian dan Pe~mbahasan 

Bab ini be~risi uraian me~nge~nai hasil pe~ne~litian yang 

dipe~role~h, baik be~rupa kajian normatif te~rhadap pe~raturan 

pe~rundang-undangan maupun analisis kritis be~rdasarkan pe~rspe~ktif 

siyasah maliyah. Dalam bab ini dilakukan pe~mbahasan se~cara 

me~ndalam me~nge~nai be~ntuk pe~mbatasan ke~we~nangan KPK 

te~rhadap dire~ksi dan komisaris BUMN se~rta implikasinya dalam 

pe~rspe~ktif hukum positif dan hukum Islam. 

4. Bab IV Pe~nutup 

Bab ini be~risi ke~simpulan yang dipe~role~h dari hasil 

pe~ne~litian dan pe~mbahasan, se~rta saran yang ditujukan bagi pihak-

pihak te~rkait, baik pe~mbuat ke~bijakan maupun akan Bab ini be~risi 

ke~simpulan yang dipe~role~h dari hasil pe~ne~litian dan pe~mbahasan, 

se~rta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak te~rkait, baik pe~mbuat 

ke~bijakan maupun akade~misi, agar pe~ne~litian ini me~miliki nilai 
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te~oritis se~kaligus praktis.de~misi, agar pe~ne~litian ini me~miliki nilai 

te~oritis se~kaligus praktis.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Kewenangan (Authority Theory) 

Te~ori ke~we~nangan yang dike~mukakan ole~h Max We~be~r me~njadi 

landasan pe~nting dalam me~nganalisis ke~we~nangan le~mbaga ne~gara, 

te~rmasuk KPK dan pe~jabat BUMN. Me~lalui ke~we~nangan ini, KPK dapat 

dipahami se~bagai ke~we~nangan rasional le~gal yang be~rsumbe~r dari 

le~gitimasi UU.38 Namun, muncul pe~rsoalan ke~tika Pasal 9g UU No. 1 Tahun 

2025 me~nghapus status dire~ksi dan komisaris BUMN se~bagai 

pe~nye~le~nggara ne~gara, yang be~rdampak pada be~rkurangnya ruang lingkup 

pe~ngawasan KPK.39 Re~le~vansinya de~ngan pe~ne~litian ini te~rle~tak pada 

pe~rsoalan pe~mbatasan ke~we~nangan KPK pasca Pasal 9g UU No. 1 Tahun 

2025. Yakni be~rdasarkan UU yang me~mbe~rikan le~gitimasi untuk 

me~lakukan pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan kasus korupsi. 

Dire~ksi dan Komisaris BUMN dengan dikecualikannya dari kate~gori 

pe~nye~le~nggara ne~gara, le~gitimasi ke~we~nangan KPK dalam me~ngawasi 

pe~jabat BUMN me~njadi te~re~duksi. Hal ini me~nunjukkan adanya 

pe~rge~se~ran atau bahkan pe~le~mahan ke~we~nangan le~gal rasional yang 

                                                             
38 Muhammad Rifai Yusuf dkk., “Menakar Konsistensi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Kementerian Negara dari Perspektif Hukum Administrasi Negara: Telaah Program Food Estate dan 

Penanganan Covid-19 pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo,” Lex Renaissance 10, no. 1 

(2025): 30–64, https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art2. 
39 Utami, Vita Putri. Pengakuan hukum terhadap ketidaknetralan aparatur sipil negara dalam 

pemilihan umum tahun 2024. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta., t.t. 
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se~harusnya justru dipe~rkuat untuk me~njaga akuntabilitas dan me~nce~gah 

praktik korupsi di se~ktor strate~gis ne~gara. De~ngan de~mikian, te~ori 

ke~we~nangan We~be~r me~mbe~rikan landasan konse~ptual untuk me~nilai 

bahwa pe~mbatasan ke~we~nangan KPK be~rpote~nsi me~ngurangi e~fe~ktivitas 

pe~ne~gakan hukum dan me~le~mahkan prinsip supre~masi hukum dalam tata 

ke~lola BUMN.40 

B. Teori Keseimbangan dan Pengawasan Kekuasaan (Checks and 

Balances) 

Te~ori ini me~rupakan salah satu prinsip me~ndasar dalam 

konstitusionalisme~ mode~rn yang me~ne~kankan pe~ntingnya me~kanisme~ 

saling me~ngawasi dan me~ngimbangi antar le~mbaga ne~gara. Prinsip ini lahir 

untuk me~nce~gah te~rjadinya konse~ntrasi ke~kuasaan pada satu pihak yang 

be~rpote~nsi me~lahirkan pe~nyalahgunaan we~we~nang. De~ngan adanya 

me~kanisme~ pe~ngawasan timbal balik, se~tiap le~mbaga akan be~rjalan dalam 

koridor hukum se~rta te~tap me~njaga akuntabilitas publik. Dalam konte~ks 

KPK, le~mbaga ini be~rpe~ran se~bagai pe~ngawas e~kste~rnal yang me~miliki 

mandat untuk me~ne~gakkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam 

pe~nge~lolaan ke~kayaan ne~gara yang dijalankan ole~h BUMN. Dire~ksi dan 

komisaris BUMN, me~skipun be~rstatus se~bagai organ pe~rse~roan, te~tap 

                                                             
40 Diya Ul Akmal, Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara 

Hukum, 7, no. 1 (2025). 
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me~nge~lola ase~t ne~gara se~hingga dapat dikate~gorikan se~bagai bagian dari 

pe~nye~le~nggara ne~gara.41  

Ke~be~radaan KPK sangat pe~nting se~bagai instrume~n che~cks and 

balance~s untuk me~nce~gah adanya tindakan koruptif di lingkungan BUMN. 

Namun, pe~mbatasan ke~we~nangan KPK dalam pe~nye~lidikan kasus korupsi 

ole~h dire~ksi dan komisaris BUMN dapat dipandang se~bagai be~ntuk 

pe~le~mahan prinsip ke~se~imbangan dan pe~ngawasan ke~kuasaan. Jika 

pe~ngawasan e~kste~rnal be~rkurang, maka dire~ksi dan komisaris be~rpote~nsi 

le~bih le~luasa dalam me~njalankan ke~bijakan strate~gis tanpa kontrol e~fe~ktif, 

se~hingga me~mbuka ruang te~rjadinya moral hazard. Kondisi ini be~rimplikasi 

pada be~rkurangnya e~fe~ktivitas siste~m che~cks and balance~s yang 

se~harusnya me~njadi pilar pe~nting tata ke~lola pe~me~rintahan dan pe~rusahaan 

ne~gara. 

Lembaga pengawas lainnya seperti DPR memiliki peran 

konstitusional terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan 

BUMN. Meskipun Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN 

menetapkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bukan lagi penyelenggara 

negara, prinsip checks and balances tetap menempatkan DPR sebagai 

instrumen pengawasan politik dan kebijakan atas pengelolaan kekayaan 

negara. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui fungsi legislasi, 

anggaran, dan pengawasan, seperti pembahasan penyertaan modal negara, 

                                                             
41 Bayu Tri Pamungkas dan Zurria Sakinah, The Limitation of KPK’s Authority Over BUMN 

Officials: Legal, 25, no. 2 (2025). 
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evaluasi kinerja BUMN melalui kementerian teknis, serta rapat kerja dan 

rapat dengar pendapat dengan pemerintah.  

Konteks pembatasan kewenangan KPK akibat perubahan status 

hukum organ BUMN, peran DPR menjadi semakin penting sebagai 

mekanisme kontrol preventif untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan, meskipun pengawasan DPR tidak bersifat 

penindakan hukum. Dengan demikian, teori checks and balances 

menegaskan bahwa DPR tetap berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan 

dalam pengelolaan BUMN, namun efektivitasnya sangat bergantung pada 

integritas politik dan sinkronisasi dengan sistem penegakan hukum.42 

C. Teori Akuntabilitas Publik 

Te~ori Akuntabilitas Publik berangkat dari prinsip bahwa setiap 

pemegang kekuasaan dan pengelola sumber daya publik wajib 

mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, dan keputusan yang 

diambil kepada publik dan lembaga pengawas yang sah. Akuntabilitas 

publik tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban administratif, 

tetapi juga mencakup pertanggungjawaban hukum, politik, dan moral atas 

penggunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan negara. Dalam negara 

hukum yang demokratis, akuntabilitas publik menjadi instrumen utama 

                                                             
42 ANTARA News, “DPR: UU BUMN Perkuat Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Negara,” 

ANTARA News, 2025, diakses pada tanggal 15 Desember 2025, pukul 16.22 WIB, 

https://www.antaranews.com/berita/5171837/dpr-uu-bumn-perkuat-transparansi-akuntabilitas-

pengelolaan-negara 

https://www.antaranews.com/berita/5171837/dpr-uu-bumn-perkuat-transparansi-akuntabilitas-pengelolaan-negara
https://www.antaranews.com/berita/5171837/dpr-uu-bumn-perkuat-transparansi-akuntabilitas-pengelolaan-negara
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untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin terlaksananya 

pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab..43 

Secara konseptual, akuntabilitas publik mengandung hubungan 

antara pihak yang diberi mandat dan pihak pemberi mandat. Dalam konteks 

penyelenggaraan negara, pejabat publik dan pihak yang menjalankan fungsi 

publik bertindak sebagai agent yang harus mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan kewenangannya kepada negara dan masyarakat sebagai 

principal. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui mekanisme 

pengawasan, pelaporan, evaluasi kinerja, serta penegakan hukum apabila 

terjadi penyimpangan. Dengan demikian, akuntabilitas publik menuntut 

adanya transparansi, mekanisme kontrol, dan sanksi yang efektif.44 

Pengelolaan BUMN, teori akuntabilitas publik menegaskan bahwa 

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kewajiban pertanggungjawaban 

yang tinggi karena mereka mengelola kekayaan negara dan menjalankan 

fungsi strategis yang berdampak langsung pada kepentingan publik. 

Meskipun kekayaan BUMN dikualifikasikan sebagai kekayaan negara yang 

dipisahkan, pengelolaannya tetap berada dalam ranah kepentingan publik, 

sehingga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap 

kebijakan dan keputusan Direksi serta Komisaris BUMN pada dasarnya 

                                                             
43 Syelladita Rofitasari, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 1442 H/2021 M, t.t. 
44 Katriela Mura dan Maria Sisilia Lou Kelen, “Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya 

terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka,” Jurnal Ilmiah 

Multidisiplin 2, no. 1 (2025): 87–100, https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i1.87-100. 
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harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diawasi oleh 

lembaga negara yang berwenang.45 

Perubahan status hukum Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan 

Pengawas BUMN berdasarkan Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 yang 

menyatakan bahwa mereka bukan lagi penyelenggara negara menimbulkan 

persoalan akuntabilitas publik. Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, 

penghapusan status tersebut berpotensi mengurangi mekanisme 

pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam konteks pengawasan dan 

penindakan tindak pidana korupsi oleh KPK. Kondisi ini dapat menciptakan 

celah akuntabilitas, karena pihak yang mengelola kekayaan negara tidak 

lagi berada dalam rezim pengawasan yang sama dengan penyelenggara 

negara lainnya.46 

D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Komisi Pe~mbe~rantasan Korupsi (KPK) me~rupakan le~mbaga ne~gara 

inde~pe~nde~nt yang dibe~ntuk se~bagai re~spon te~rhadap le~mahnya siste~m 

pe~ne~gakan hukum dalam me~nangani tindak pidana korupsi di Indone~sia. 

Le~mbaga ini pe~rtama kali dibe~ntuk be~rdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 

te~ntang Komisi Pe~mbe~rantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ke~mudian 

te~lah me~ngalami be~be~rapa pe~rubahan, te~rutama me~lalui UU No. 19 Tahun 

                                                             
45 Parisya Muthi Pasa dkk., Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance Untuk Memperkuat Sistem Pengendalian Internal: Studi Pada Pt Kereta 

API Indonesia, 8, no. 6 (2025). 
46 Vina Hardyana Infantri dan Retno Meilani, “Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola 

Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara),” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan 

Humaniora 4, no. 1 (2025): 378–91, https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5132. 
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2019. KPK me~miliki ke~dudukan strate~gis se~bagai le~mbaga e~xtraordinary 

yang dibe~ri ke~we~nangan luas dalam pe~nce~gahan, koordinasi, supe~rvisi, 

pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan tindak pidana korupsi.47 

Dasar hukum pe~mbe~ntukan KPK be~rtujuan untuk me~mpe~rkuat 

upaya ne~gara dalam me~ne~gakkan prinsip good gove~rnance~, transparansi, 

dan akuntabilitas publik. Latar be~lakang pe~ndirian le~mbaga ini juga 

didorong ole~h ke~sadaran bahwa korupsi di Indone~sia be~rsifat siste~mik dan 

te~lah me~le~mahkan se~ndi-se~ndi pe~me~rintahan se~rta ke~pe~rcayaan 

masyarakat te~rhadap institusi ne~gara. Dalam konte~ks Hukum Administrasi 

Ne~gara, KPK me~ne~mpati posisi unik kare~na bukan bagian dari cabang 

ke~kuasaan e~kse~kutif, yudikatif, atau le~gislatif se~cara langsung, me~lainkan 

be~rdiri se~cara inde~pe~nde~n agar dapat be~ke~rja tanpa inte~rve~nsi politik. 

Siste~m hukum nasional, fungsi KPK tidak hanya be~rorie~ntasi pada 

pe~nindakan, te~tapi juga pada pe~nce~gahan. Me~lalui pe~nde~katan strate~gi 

pe~nindakan hukum, pe~nce~gahan, dan pe~ndidikan antikorupsi, KPK 

be~rupaya me~ngubah budaya hukum masyarakat agar le~bih be~rinte~gritas. 

Strate~gi ini me~mpe~rluas pe~ran KPK dari le~mbaga pe~ne~gak hukum me~njadi 

age~n pe~rubahan sosial dalam me~mbangun e~tika pe~nye~le~nggaraan ne~gara. 

Se~lain itu, fungsi koordinasi dan supe~rvisi KPK atas ke~polisian dan 

                                                             
47 Muhamad Ari Abdillah Ari, “Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Persfektif Konsep 

Trias Politica,” Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 2, no. 1 (2022): 8–13, 
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ke~jaksaan me~rupakan be~ntuk pe~nguatan prinsip che~cks and balance~s 

antarle~mbaga pe~ne~gak hukum.48 

KPK juga me~miliki fungsi administratif dalam me~ngawasi 

pe~laporan harta ke~kayaan pe~nye~le~nggara ne~gara me~lalui siste~m Laporan 

Harta Ke~kayaan Pe~nye~le~nggara Ne~gara (LHKPN). Me~kanisme~ ini 

be~rpe~ran pe~nting dalam me~nciptakan transparansi dan akuntabilitas 

pe~jabat publik. Fungsi administratif KPK me~njadi instrume~nt pe~nce~gahan 

yang e~fe~ktif kare~na me~ndorong budaya ke~te~rbukaan dan pe~ngawasan 

publik te~rhadap pe~jabat ne~gara, te~rmasuk pe~ngurus BUMN yang 

me~nge~lola ke~uangan ne~gara. Me~lalui sine~rgi antara fungsi pe~nindakan dan 

pe~nce~gahan, KPK tidak hanya be~rtugas me~nindak pe~laku korupsi, te~tapi 

juga me~mbangun siste~m yang me~nutup pe~luang te~rjadinya korupsi. 

Be~rdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 

19 Tahun 2019 te~ntang Komisi Pe~mbe~rantasan Tindak Pidana Korupsi, 

KPK me~miliki we~we~nang untuk me~laksanakan se~luruh tahapan prose~s 

hukum se~cara inde~pe~nde~n, mulai dari pe~nye~lidikan hingga pe~nuntutan.49 

Ke~te~ntuan te~rse~but me~ne~mpatkan KPK tidak hanya se~bagai le~mbaga 

koordinatif, te~tapi juga se~bagai le~mbaga pe~ne~gak hukum yang me~miliki 

yurisdiksi pe~nuh te~rhadap pe~rkara korupsi de~ngan krite~ria te~rte~ntu, se~pe~rti 

                                                             
48 Sultan Zora Fernanda dan Idul Rishan, "Dampak Revisi Undang-Undang KPK terhadap 

Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi", 10 (2024). 
49 Uyan Wiryadi dkk., “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam 

Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru,” Begawan Abioso 14, no. 2 (2024): 109–

16, https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.797. 
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me~libatkan aparat pe~ne~gak hukum, pe~nye~le~nggara ne~gara, atau ke~rugian 

ne~gara dalam jumlah be~sar.50 

Ke~te~rkaitan KPK de~ngan le~mbaga lain me~rupakan aspe~k pe~nting 

dalam siste~m pe~ne~gakan hukum nasional yang be~rbasis pada prinsip 

koordinasi, inte~grasi, dan sine~rgi antar institusi. Se~cara normatif, hubungan 

ke~le~mbagaan KPK de~ngan le~mbaga pe~ne~gak hukum lain diatur dalam 

Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019, yang 

me~ne~gaskan bahwa KPK be~rfungsi me~lakukan koordinasi dan supe~rvisi 

te~rhadap Polri dan Ke~jaksaan RI dalam pe~nanganan pe~rkara tindak pidana 

korupsi. Dalam hal ini, KPK tidak hanya be~rtugas me~ne~gakkan hukum 

se~cara langsung, te~tapi juga me~mastikan bahwa ke~dua le~mbaga te~rse~but 

me~njalankan tugas pe~mbe~rantasan korupsi se~cara e~fe~ktif, konsiste~n, dan 

be~bas dari konflik ke~pe~ntingan. 

Se~lain le~mbaga pe~ne~gak hukum, KPK juga be~rinte~raksi de~ngan 

Badan Pe~me~riksa Ke~ungan (BPK) dan Pusat Pe~laporan dan Analisis 

Transaksi Ke~uangan (PPATK). Dalam konte~ks ini, ke~rja sama antar 

le~mbaga be~rfokus pada pe~nguatan siste~m pe~ngawasan ke~uangan ne~gara. 

PPATK be~rpe~ran dalam me~mbe~rikan laporan te~rkait transaksi ke~uangan 

me~ncurigakan yang ke~mudian ditindaklanjuti ole~h KPK dalam prose~s 

pe~nye~lidikan. Se~me~ntara BPK be~rpe~ran dalam me~nghitung pote~nsi 

ke~rugian ne~gara dalam kasus korupsi. Sine~rgi antara KPK, PPATK, dan 
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BPK me~rupakan be~ntuk yang me~mpe~rkuat ke~mampuan ne~gara dalam 

me~ne~lusuri ase~t hasil korupsi dan me~mpe~rce~pat prose~s pe~ne~gakan hukum 

be~rbasis bukti ke~uangan yang valid.51 

KPK dipandang se~bagai le~mbaga e~xtraordinary kare~na dibe~ntuk 

untuk me~nghadapi korupsi, yang tidak dapat ditangani se~cara e~fe~ktif ole~h 

le~mbaga pe~ne~gak hukum konve~nsional. Urge~nsi ke~be~radaan KPK muncul 

dari fakta bahwa tindak pidana korupsi di Indone~sia be~rsifat siste~matik, 

me~libatkan pe~nye~le~nggara ne~gara di be~rbagai le~ve~l pe~me~rintahan, se~rta 

be~rdampak langsung te~rhadap stabilitas e~konomi dan ke~pe~rcayaan publik 

te~rhadap ne~gara. Ole~h kare~na itu, pe~mbe~ntukan KPK bukan se~ke~dar solusi 

administratif, te~tapi langkah konstitusional untuk me~njaga moralitas 

pe~nye~le~nggara ne~gara. 

Pe~nge~sahan UU No. 1 Tahun 2025 te~ntang BUMN, setelah adanya 

pengesahan. Be~be~rapa ke~te~ntuan baru, se~pe~rti pe~nghapusan status 

pe~nye~le~nggara ne~gara bagi Dire~ksi se~rta Komisaris BUMN, dinilai 

me~le~mahkan daya jangkau KPK te~rhadap kasus korupsi di se~ktor strate~gis 

ne~gara atau pe~le~mahan ke~le~mbagaan yang dapat me~ngge~rus e~fe~ktivitas 

KPK dalam me~nindak korupsi skala be~sar. Ole~h kare~na itu, pe~nguatan 

Ke~mbali fungsi dan inde~pe~nde~nsi KPK me~njadi ke~harusan agar le~mbaga 

ini te~tap mampu me~njalankan mandat konstitusionalnya se~cara optimal.  

                                                             
51 Dzulkifli Syafar Nur, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan 
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E. Siyasah Dusturiyyah 

Siyasah Dusturiyyah se~cara te~rminologis be~rasal dari dua kata, 

Siyasah yang be~rarti politik atau pe~ngaturan urusan umat, dan Dusturiyyah 

yang be~rarti konstitusional atau be~rkaitan de~ngan dasar hukum. De~ngan 

de~mikian, Siyasah Dusturiyyah dapat diartikan se~bagai ilmu yang 

me~mbahas te~ntang pe~ngaturan ke~kuasaan ne~gara dan hubungan antara 

pe~nguasa de~ngan rakyat be~rdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Siyasah 

Dusturiyyah me~rupakan cabang dari Fiqh Siyasah yang me~ngkaji konse~p 

ke~tatane~garaan Islam, baik dari aspe~k sumbe~r le~gitimasi ke~kuasaan, 

pe~mbe~ntukan hukum publik, maupun me~kanisme~ pe~ngawasan te~rhadap 

pe~nguasa.52  

Ke~kuasaan dalam Islam dipahami bukan se~bagai hak absolut 

pe~nguasa, me~lainkan se~bagai amanah yang harus dijalankan untuk 

ke~maslahatan rakyat se~suai de~ngan prinsip syariat. Pe~mbatasan ke~kuasaan 

dalam Islam didasarkan pada ke~sadaran te~ologis bahwa otoritas te~rtinggi 

hanya milik Allah SWT, se~me~ntara manusia hanyalah khalifah yang 

be~rtanggung jawab di bumi. Kare~na itu, pe~nguasa wajib tunduk pada 

hukum Allah dan tidak bole~h be~rtindak se~we~nang-we~nang te~rhadap 

rakyatnya. Dalam konte~ks mode~rn, prinsip ini se~jalan de~ngan ide~ 

supre~masi hukum yang me~ne~mpatkan hukum di atas ke~kuasaan politik.53  

                                                             
52 Adelia Salsabila dkk., “Pemotongan Gaji Pegawai Swasta untuk Penerapan Tabungan Perumahan 

Rakyat: Kajian Fiqh Siyasah,” Journal of Judicial Review 27, no. 1 (2025): 229–52, 

https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10401. 
53 Umi Arifah dkk., “Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam,” lab 7, no. 01 (2023): 55–64, 

https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231. 
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Siste~m politik Islam be~rsifat e~tis te~istik menjadikan, yaitu 

me~njadikan moralitas ke~agamaan se~bagai sumbe~r le~gitimasi hukum 

publik. De~ngan de~mikian, pe~mbatasan ke~kuasaan dalam Islam tidak hanya 

be~rsifat le~gal formal, te~tapi juga moral spiritual, se~hingga mampu 

me~mbangun siste~m pe~me~rintahan yang adil, transparan, dan be~rtanggung 

jawab ke~pada rakyat se~rta ke~pada Allah SWT.54 Pe~ne~rapan konse~p Siyasah 

Dusturiyyah dalam siste~m hukum mode~rn te~rwujud se~bagai upaya 

me~nginte~grasikan prinsip-prinsip maqāṣid, musyawarah, dan pe~ngawasan 

publik (hisbah) ke~ dalam tata ke~lola pe~me~rintahan konte~mpore~r se~hingga 

norma-norma Islam politik me~njadi ke~rangka normatif yang adaptif 

te~rhadap ke~butuhan administrasi ne~gara mode~rn.55  

Siyasah Dusturiyyah tidak hadir se~bagai alte~rnatif re~pre~sif te~rhadap 

siste~m hukum positif, me~lainkan se~bagai sumbe~r nilai normatif yang 

me~mpe~rkaya tata hukum mode~rn me~ne~kankan le~gitimasi ke~bijakan 

me~lalui tujuan publik, akuntabilitas moral pe~nguasa, dan me~kanisme~ 

partisipatif yang konte~kstual.56 Nilai-nilai yang te~rkandung dalam Siyasah 

Dusturiyyah me~miliki re~le~vansi yang kuat te~rhadap tata ke~lola BUMN di 

                                                             
54 Achmad Suhaili, Integrasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: 

Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga, t.t. 
55 Muhammad Rizal Shodiqin dkk., “Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah 

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo,” Az-Zarqa’: Jurnal Hukum 

Bisnis Islam 5, no. 1 (2025), https://doi.org/10.14421/tpyyxt61. 
56 Dewi Mutmainnah, “Hisbah dalam Praktik Diskon Palsu pada Platform E-Commerce,” Journal 

of Management and Social Sciences 3, no. 4 (2024): 131–41, 
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Indone~sia, te~rutama dalam me~wujudkan prinsip pe~me~rintahan yang be~rsih, 

transparan, dan be~rorie~ntasi pada ke~maslahatan publik.57  

Siyasah Dusturiyyah me~ne~kankan bahwa ke~kuasaan dan tanggung 

jawab pe~nge~lolaan urusan publik adalah amanah yang harus dijalankan 

de~ngan ke~adilan (‘adl), musyawarah (syūrā), dan akuntabilitas moral. 

Dalam konte~ks BUMN, prinsip te~rse~but dapat dite~rapkan me~lalui siste~m 

Good Corporate~ Gove~rnance~ yang me~mastikan pe~nge~lolaan ke~kayaan 

ne~gara dilakukan se~cara profe~sional dan be~rtanggung jawab. Nilai amanah 

dalam Siyasah Dusturiyyah me~nuntut se~tiap pe~mimpin le~mbaga publik, 

te~rmasuk Dire~ksi dan Komisaris BUMN,58  untuk me~njauhkan diri dari 

konflik ke~pe~ntingan dan me~ne~mpatkan ke~maslahatan masyarakat di atas 

ke~pe~ntingan pribadi.59  

Konse~p hisbah yakni siste~m pe~ngawasan dalam tradisi Islam, juga 

sangat re~le~van bagi BUMN se~bagai be~ntuk me~kanisme~ pe~nge~ndalian 

pe~rusahaan. Dalam pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah, hisbah me~ne~gaskan 

bahwa se~tiap tindakan pe~nge~lolaan publik harus diawasi untuk me~nce~gah 

praktik korupsi, manipulasi, atau pe~nyimpangan administratif.  Prinsip 

hisbah dapat diadaptasi ke~ dalam konte~ks mode~rn me~lalui siste~m audit 

                                                             
57 Neneng Nurhasanah: "The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic 

Banking Compliance Supervision", 5, no. 2 (2021). 
58 Abdul Hamid, “Peran Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Sistem Perekonomian Islam,” Lentera: 

Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 1, no. 2 (2020): 101–12, 
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59 Muhammad Al Ikhwan Bintarto dkk., “Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam 

Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil,” Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan 
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inte~rnal, de~wan pe~ngawas inde~pe~nde~n, dan ke~te~rlibatan publik dalam 

me~nilai kine~rja BUMN.60  

Pe~ne~rapan nilai hisbah me~numbuhkan budaya inte~gritas dan 

me~ne~gaskan bahwa se~tiap ke~putusan e~konomi harus tunduk pada e~tika 

publik dan ke~pe~ntingan rakyat. De~ngan de~mikian, re~le~vansi nilai-nilai 

Siyasah Dusturiyyah te~rhadap tata ke~lola BUMN te~rle~tak pada upaya 

me~mbangun ke~se~imbangan antara e~fisie~nsi e~konomi dan moralitas publik. 

Nilai hisbah me~njamin pe~ngawasan yang be~rke~lanjutan te~rhadap praktik 

pe~nyalahgunaan ke~kuasaan. Inte~grasi prinsip-prinsip politik Islam ini dapat 

me~mpe~rkuat le~gitimasi moral dan sosial BUMN se~bagai pe~rpanjangan 

tangan ne~gara dalam me~nge~lola sumbe~r daya publik, se~kaligus 

me~ne~guhkan komitme~n Indone~sia te~rhadap tata ke~lola e~konomi yang 

be~rke~adilan dan be~rinte~gritas.

                                                             
60 Hebby Rahmatul Utamy dan Dewi Putri, Building Public Order through Siyasah Dusturiyah: The 

Role of Government in Preventing Illegal Street Racing, t.t. 



 
 

55 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Kewenangan KPK dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi 

yang Melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN menurut Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia. 

Ke~we~nangan me~rupakan ke~kuasaan yang dibe~rikan ole~h UU untuk 

me~lakukan tindakan hukum te~rte~ntu. Dalam konte~ks KPK, ke~we~nangan 

pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan diatur dalam Pasal 11 UU No. 

19 Tahun 2019 te~ntang KPK, se~hingga se~tiap tindakan KPK harus me~rujuk 

pada ke~we~nangan aturan yang dibe~rikan ole~h UU KPK te~rse~but.61 Se~lain 

itu, prinsip ne~gara hukum (re~chtstaat) me~ngharuskan se~luruh tindakan 

le~mbaga ne~gara me~miliki dasar le~gal formal. Konse~p ke~we~nangan dalam 

Hukum Administrasi Ne~gara be~rkaitan de~ngan asas le~galitas, dimana asas 

ini me~rupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan se~bagai bahan dasar 

dalam se~tiap pe~nye~le~nggaraan pe~me~rintah dan ke~ne~garaan di se~tiap 

Ne~gara.62 

                                                             
61 Kewenangan KPK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. KPK berwenang 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, serta mengawasi dan 

berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK juga dapat mengambil alih penanganan kasus 

korupsi jika tidak ditangani dengan baik oleh lembaga lain. (Helmi Alwi, “IMPLIKASI HUKUM 

HILANGNYA KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PIMPINAN KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI,” Mimbar Keadilan 15, no. 1 (2022): 149–63, 

https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5889.) 
62 Sariman Damanik, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dam Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru Riau 1441 H/2020 M, t.t. 
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Ke~we~nangan yang dimiliki ole~h organ  atau   institusi  

pe~me~rintahan  dalam  me~lakukan  pe~rbuatan  nyata, me~lakukan   

pe~ngaturan   atau   me~nge~luarkan   ke~putusan   yang   se~lalu   dilandasi   

ole~h ke~we~nangan yang dipe~role~h dari konstitusi se~cara atribusi, de~le~gasi, 

maupun mandat. Suatu atribusi  me~nunjuk  pada  ke~we~nangan  yang  asli  

atas  dasar  konstitusi  di  dalam  UUD.  Le~mbaga  ne~gara  dalam  

me~njalankan  ke~we~nangannya  tidak  te~rle~pas  dari adanya UU yang 

me~ngatur yang me~ngatur se~cara je~las tugas pokok se~tiap le~mbaga.63 

Ke~te~ntuan dalam Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 te~ntang BUMN 

me~nyatakan bahwa Dire~ksi, Komisaris, dan De~wan Pe~ngawas BUMN 

bukan me~rupakan pe~nye~le~nggara ne~gara.64 Ke~te~ntuan ini me~nuai kritik 

kare~na se~cara substansi be~rte~ntangan de~ngan prinsip dasar pe~nge~lolaan 

ke~uangan ne~gara yang transparan dan akuntabe~l. BUMN adalah e~ntitas 

yang me~njalankan fungsi publik de~ngan sumbe~r pe~mbiayaan dari ke~kayaan 

ne~gara yang dipisahkan. BUMN me~ndapat modal dari ne~gara me~lalui 

pe~nye~rtaan modal yang bisa be~rbe~ntuk pe~rse~ntase~ ke~pe~milikan saham, 

                                                             
63 Annisa Fitria dan Nur Apipah, “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah 
Potensi Korupsi,” Arus Jurnal Sosial dan Humaniora 5, no. 2 (2025): 2672–82, 

https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1537. 
64 Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau 

yudikatif, serta pejabat lain yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam Pasal 

1 dan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dari KKN disebutkan 

tentang Pengertian Penyelenggara Negara dan Siapa saja yang termasuk dari Penyelenggara negara. 

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan tentang Pengertian 

Penyelenggara Negara. Dalam Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN disebutkan bahwa 

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan 

Penyelenggara Negara. (Ishviati Joenaini Koenti dkk., Aktualisasi Pancasila dalam Etika 

Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 2022.) 
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misalnya minimal 51% saham BUMN pe~rse~ro dimiliki ole~h ne~gara.65 Di 

sisi lain, BUMN juga me~mbe~rikan kontribusi ke~ ne~gara, misalnya pada 

tahun 2023, pe~ne~rimaan ne~gara dari BUMN (pajak, divide~n, dll.) me~ncapai 

21,9% dari total pe~ndapatan ne~gara. Ole~h kare~na itu, pe~jabatnya baik 

dire~ksi maupun komisaris se~cara fungsional se~harusnya te~tap 

dikualifikasikan se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara kare~na me~re~ka be~rtindak 

atas nama ke~pe~ntingan ne~gara dalam se~ktor strate~gis.66 

Konse~p ke~uangan ne~gara yang dipisahkan muncul untuk 

me~nje~laskan bahwa modal ne~gara yang dise~tor ke~ BUMN tidak lagi 

me~njadi bagian langsung dari APBN, me~lainkan me~njadi ke~kayaan BUMN 

se~bagai badan hukum (korporasi). Ke~te~ntuan ini diatur dalam ke~bijakan 

ke~uangan ne~gara, salah satunya me~lalui Pe~raturan Me~nte~ri Ke~uangan 

Nomor 179/PMK.02/2022 te~ntang Pe~nge~lolaan Pe~ne~rimaan Ne~gara Bukan 

Pajak atas Ke~kayaan Ne~gara yang Dipisahkan.67 Dalam PMK te~rse~but 

dije~laskan bahwa ke~kayaan ne~gara dipisahkan (KND) adalah ase~t ne~gara 

yang be~rasal dari pe~nye~rtaan modal ne~gara dan ke~mudian dike~lola se~cara 

te~rpisah dari me~kanisme~ APBN. De~ngan de~mikian, BUMN dipe~rlakukan 

se~bagai e~ntitas mandiri yang me~njalankan ke~giatan usaha se~cara korporatif 

                                                             
65 Erick, BUMN Berkontribusi 21,9 Persen terhadap Total Penerimaan Negara, t.t., 

https://bumn.go.id/publikasi/berita/rilis/detail/662775b8061d6#:~:text=Erick%20menyampaikan%

20penerimaan%20negara%20dari,7%20triliun%20di%202022%20menjadi.  
66 Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam 

Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025", t.t. Vol. 4 No. 2 (2025): May, 

https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431 
67 Irfan Bintang Firdausi dkk., “Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) Dan 

Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bumn Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai 

Variabel Moderasi,” Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing 5, no. 3 (2024): 656–69, 

https://doi.org/10.21009/japa.0503.13. 

https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431
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dan me~nghasilkan ke~untungan untuk ne~gara se~bagai pe~me~gang saham, 

bukan se~bagai pe~laksana anggaran ne~gara. Kare~na de~mikian, BUMN 

me~miliki tanggung jawab ke~uangan se~ndiri dan tidak be~rada di bawah 

siste~m ke~uangan ne~gara langsung.68  

 UU No. 17 Tahun 2003 te~ntang Ke~uangan Ne~gara me~ne~gaskan 

bahwa ke~kayaan ne~gara yang dipisahkan pada BUMN te~tap dikate~gorikan 

se~bagai bagian dari ke~uangan ne~gara se~bagaimana diatur dalam Pasal 2 

huruf g UU No. 17 Tahun 2003 te~ntang Ke~uangan Ne~gara, yang 

me~nyatakan bahwa ke~uangan ne~gara me~ncakup “ke~kayaan ne~gara yang 

dipisahkan pada pe~rusahaan ne~gara/dae~rah”. Ke~te~ntuan ini se~me~stinya 

me~njadi dasar yuridis kuat bagi KPK untuk te~tap me~miliki ke~we~nangan 

me~me~riksa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

Dire~ksi/Komisaris BUMN kare~na ke~rugian yang ditimbulkan be~rimplikasi 

langsung pada ke~uangan ne~gara.69  

Se~te~lah be~rlakunya UU No. 1 Tahun 2025 te~ntang Pe~rubahan 

Ke~tiga UU BUMN, posisi Dire~ksi dan Komisaris tidak lagi dipe~rsamakan 

de~ngan pe~nye~le~nggara ne~gara, se~hingga ruang KPK untuk me~mprose~s 

kasus korupsi di BUMN kini be~rge~se~r me~njadi be~rgantung pada 

pe~mbuktian adanya ke~rugian ne~gara se~cara e~ksplisit, bukan pada status 

                                                             
68 Meidy Yanto Sandi dkk., “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Dalam Bentuk Persero,” Notary Law Journal 2, no. 3 (2023): 181–202, 

https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45. 
69 Akbar Baitullah dan Indah Cahyani, “Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara 

Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” INICIO LEGIS 2, no. 2 (2021): 153–63, 

https://doi.org/10.21107/il.v2i2.13049. 
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jabatannya. Pe~rubahan ini be~rpote~nsi me~le~mahkan e~fe~ktivitas pe~ne~gakan 

hukum kare~na me~mbuka ruang inte~rpre~tasi bahwa pe~nyimpangan di 

BUMN se~kadar me~rupakan ke~salahan manaje~rial korporasi, bukan tindak 

pidana korupsi, se~hingga me~nciptakan ce~lah pe~rtanggungjawaban hukum 

dalam pe~mbe~rantasan korupsi di lingkungan BUMN.70 

Se~cara yuridis, ke~te~ntuan dalam Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 

te~ntang BUMN be~rpote~nsi me~mpe~rse~mpit ke~we~nangan KPK dalam 

me~nangani tindak pidana korupsi yang te~rjadi di tubuh BUMN. Hal ini 

dise~babkan ole~h ke~te~ntuan dalam UU No. 19 Tahun 2019 te~ntang KPK, 

yang me~nye~butkan bahwa KPK hanya be~rwe~nang me~nangani tindak 

pidana korupsi yang me~libatkan pe~nye~le~nggara ne~gara. De~ngan adanya 

Pasal 9G, maka aparat KPK tidak me~miliki landasan hukum yang kuat 

untuk me~mprose~s dire~ksi atau komisaris BUMN yang diduga me~lakukan 

korupsi, me~skipun me~re~ka me~nge~lola dana yang be~rsumbe~r dari ke~uangan 

ne~gara.71  

Ke~te~ntuan dalam Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 te~ntang BUMN 

juga be~rte~ntangan de~ngan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

se~bagaimana diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 te~ntang 

Pe~nye~le~nggara Ne~gara yang Be~rsih dan Be~bas dari KKN. Me~nurut UU UU 

                                                             
70 Antonia Jeanne Sugiharto, Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian 

Negara, t.t. 
71 Rewang Rencang, Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory 

Canges in the Financial Management of State Owned Enterprises Under Law No. 1 of 2025: A Legal 

Philosophical Perspective), no. 1 (2024). 
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No. 28 Tahun 1999 te~ntang Pe~nye~le~nggara Ne~gara yang Be~rsih dan Be~bas 

dari KKN, se~tiap individu yang me~nge~lola ke~uangan ne~gara, apapun 

be~ntuk le~mbaganya, dapat dikate~gorikan se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara. 

Ole~h kare~na itu, me~njauhkan dire~ksi dan komisaris BUMN dari kate~gori 

ini justru me~nyalahi se~mangat re~formasi birokrasi dan pe~mbe~rantasan 

korupsi yang te~lah lama dipe~rjuangkan. Pe~rubahan status ini be~rimplikasi 

langsung te~rhadap me~kanisme~ pe~ngawasan, kare~na se~be~lumnya KPK 

be~rwe~nang me~ngawasi se~mua pe~nye~le~nggara ne~gara.72 

Dire~ksi dan Komisaris BUMN diposisikan se~bagai organ korporasi 

yang me~miliki siste~m tata ke~lola inte~rnal dan me~kanisme ~ 

pe~rtanggungjawaban te~rse~ndiri, tanpa se~cara e~ksplisit dipe~rsamakan 

se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara se~hingga ruang KPK untuk masuk dalam 

prose~s inve~stigasi me~njadi te~rbatas ke~cuali te~rbukti te~rdapat ke~rugian 

ne~gara atau pe~nggunaan APBN/APBD.73 Kondisi ini se~makin dite~gaskan 

de~ngan lahirnya PP No. 10 Tahun 2025 te~ntang Organisasi dan Tata Ke~lola 

Badan Pe~nge~lola Inve~stasi Daya Anagata Nusantara, yang me~ne~mpatkan 

                                                             
72 Brian Sairado Purba dan Sigid Suseno, “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak 

Pidana Korupsi oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 12, no. 2 (2024): 290, 

https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.13468. 
73 Rifai, Imam. Fungsi dprd dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (apbd) pemerintah kota batu perspektif fiqh siyasah maliyah (studi dprd kota batu). Diss. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41002   
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pe~ran pe~ngawasan inte~rnal dan Pre~side~n dalam pe~nge~ndalian BUMN se~rta 

me~mbe~rikan pe~rlindungan hukum ke~pada pe~nge~lola BUMN.74 

 Be~rpote~nsi me~ndorong paradigma bahwa pe~nye ~le~saian masalah 

pada BUMN le~bih be~rsifat administratif korporatif daripada pidana. 

Ke~bijakan te~rse~but me~munculkan kritik akade~mik kare~na dianggap 

me~le~mahkan inde~pe~nde~nsi dan e~fe~ktivitas pe~ne~gakan hukum ole~h KPK 

dalam konte~ks pe~nce~gahan dan pe~mbe~rantasan korupsi pada se~ktor 

BUMN yang me~nge~lola ke~kayaan ne~gara dalam jumlah be~sar, se~hingga 

be~rpote~nsi me~nciptakan ce~lah pe~rtanggungjawaban hukum dire~ksi dan 

komisaris BUMN.75 

Ke~tidakse~suaian antara status hukum dan fungsi publik inilah yang 

me~njadi sumbe~r pote~nsi ce~lah pe~ngawasan. Konse~p  ke~kayaan  yang  

dipisahkan  me~njadi  se~buah  titik  pe~rde~batan  dalam  konte~ks  hukum 

ke~uangan  ne~gara.  Disatu  sisi,  te~rdapat  pe~ndangan  bahwa  ke~tika  

ke~kayaan  ne~gara  dipisahkan  dan diinve~stasikan ke~dalam BUMN, maka 

status hukumnya be~rubah me~njadi ke~kayaan BUMN se~bagai e~ntitas bisnis 

se~ndiri. Akibatnya, ke~rugian yang dialami BUMN tidak se~rta me~rta 

me~njadi ke~rugian ke~uangan  ne~gara.  Disisi  yang  lain,  te~rdapat  

pandangan  bahwa  me~skipun  ke~kayaan  ne~gara  te~lah dipisahkan, namun 

                                                             
74 Katriela Mura dan Maria Sisilia Lou Kelen, “Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya 

terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka,” Jurnal Ilmiah 

Multidisiplin 2, no. 1 (2025): 87–100, https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i1.87-100. 
75 Annisa Fitria dan Nur Apipah, “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah 

Potensi Korupsi,” Arus Jurnal Sosial dan Humaniora 5, no. 2 (2025): 2672–82, 

https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1537. 
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me~ngingat mayoritas saham BUMN dimiliki ole~h ne~gara, maka ke~rugian 

BUMN te~tap dapat dikate~gorikan se~bagai ke~rugian ke~uangan ne~gara.76 

Ke~te~ntuan Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 te~ntang BUMN 

me~nunjukkan adanya ke~ke~liruan konse~ptual dalam me~mbe~dakan antara 

be~ntuk hukum badan usaha dan fungsi publik yang dijalankannya. Hanya 

kare~na BUMN be~rbe~ntuk pe~rse~roan te~rbatas, bukan be~rarti pe~jabatnya 

tidak be~rtanggung jawab se~cara publik. Kritik utama te~rhadap ke~te~ntuan 

ini adalah me~mbuka ce~lah hukum yang se~cara siste~mik dapat digunakan 

untuk me~nghindari pe~rtanggungjawaban pidana, dan pada saat yang sama 

me~rusak ke~pe~rcayaan publik te~rhadap inte~gritas pe~nge~lolaan ke~uangan 

ne~gara di se~ktor strate~gis.77 

Pe~ngungkapan kasus korupsi se~lalu diawali de~ngan pe~nye~lidikan, 

pe~nyidikan se~rta pe~nuntutan dalam hal me~ne~mukan bukti dan juga 

te~rsangka se~rta me~ne~tapkan hukuman untuk me~nje~rat para pe~laku tindak 

pidana korupsi. Se~me~ntara itu ke~we~nangan pe~nye~lidikan, pe~nyidikan dan 

pe~nuntutan se~rta tanggung jawab pimpinan KPK te~tap dibutuhkan agar 

pimpinan KPK dapat me~me~rintahkan se~cara langsung pe~nyidik se~rta 

pe~nuntut umum yang se~be~lumnya be~rasal dari instansi Ke~polisian dan 

Ke~jaksaan se~hingga upaya pe~mbe~rantasan se~rta pe~nce~gahan korupsi dapat 

                                                             
76 Meidy Yanto Sandi dkk., “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Dalam Bentuk Persero,” Notary Law Journal 2, no. 3 (2023): 181–202, 

https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45. 
77 Anisa Deny Setiawati dan Mokhamad Gisa Vitrana, “Doktrin Business Judgment Rule dalam UU 

BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi,” JURNAL RECHTENS 14, 

no. 1 (2025): 155–70, https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4256. 
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be~rjalan de~ngan baik. Se~lama ini KPK me~me~gang ke~ndali pe~mbe~rantasan 

kasus korupsi de~ngan be~rbagai macam ke~we~nangan yang dipe~role~h.78 

Pe~ngaturan ke~we~nangan KPK dalam pe~me~riksaan yang me~liputi 

pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan tindak pidana korupsi pada 

dasarnya be~rsumbe~r dari ke~te~ntuan UU No. 19 Tahun 2019 te~ntang KPK 

se~rta UU Tipikor, yang me~mbe~rikan mandat bagi KPK untuk me~nangani 

se~tiap tindak pidana korupsi yang me~rugikan ke~uangan ne~gara se~cara 

inde~pe~nde~n dan te~rkoordinasi. Namun, ke~we~nangan te~rse~but be~rkaitan 

langsung de~ngan status subje~k hukum yang me~njadi obje~k pe~me~riksaan, 

te~rutama apakah pe~laku dikualifikasi se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara. 

Dalam konte~ks inilah muncul pe~rsoalan se~te~lah be~rlakunya UU No. 1 

Tahun 2025 yang me~lalui Pasal 9g me~nyatakan Dire~ksi dan Komisaris 

BUMN bukan lagi pe~nye~le~nggara ne~gara.79  

Pe~rubahan ini me~nimbulkan konse~kue~nsi normatif be~rupa 

pe~nye~mpitan kompe~te~nsi absolut KPK, kare~na hilangnya dasar kate~goris 

yang se~lama ini me~mungkinkan KPK untuk me~lakukan inte~rve~nsi se~jak 

tahap pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan tanpa harus me~mbuktikan 

te~rle~bih dahulu adanya ke~rugian ne~gara. De~ngan de~mikian, KPK hanya 

dapat me~nangani pe~rkara BUMN apabila te~rpe~nuhi unsur ke~rugian ne~gara 

                                                             
78 Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 517–38, 

https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538. 
79 Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan 

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
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atau te~rdapat ke~te~rlibatan pe~nye~le~nggara ne~gara lainnya. Di sisi lain, KPK 

dalam pe~rnyataan re~sminya tahun 2025 te~tap me~ne~gaskan bahwa 

pe~rubahan status te~rse~but tidak se~rta me~rta me~niadakan ke~we~nangannya 

se~panjang unsur tindak pidana korupsi te~rpe~nuhi.80  

Ke~te~gangan antara te~ks normatif UU dan praktik inte~rpre~tative~ 

(me~mahami se~suatu se~cara me~ndalam) inilah yang me~nciptakan ruang 

ke~tidakpastian hukum, se~kaligus be~rpote~nsi me~ndorong tidak re~le~vansinya 

pe~ne~gakan hukum korupsi BUMN ke~ le~mbaga lain se~pe~rti Ke~jaksaan atau 

Polri. Ole~h kare~na itu, pe~mbatasan dalam UU No. 1 Tahun 2025 harus 

dianalisis le~bih jauh untuk me~lihat dampaknya te~rhadap e~fe~ktivitas 

pe~nce~gahan dan pe~mbe~rantasan korupsi, te~rmasuk te~rhadap inte~grasi antar 

le~mbaga pe~ne~gak hukum se~rta pe~rlindungan ke~pe~ntingan publik dalam 

pe~nge~lolaan ke~kayaan ne~gara.81 

Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK te~rhadap Dire~ksi dan Komisaris 

BUMN se~bagaimana muncul dalam UU No. 1 Tahun 2025 be~rimplikasi 

signifikan te~rhadap e~fe~ktivitas pe~nanggulangan korupsi, te~rutama kare~na 

pe~rubahan status pe~jabat BUMN yang tidak lagi dipe~rlakukan se~bagai 

pe~nye~le~nggara ne~gara me~nurunkan inte~nsitas pe~ngawasan.82 Se~cara 

                                                             
80 Helmi Alwi, “Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan 

Komisi Pemberantasan Korupsi,” Mimbar Keadilan 15, no. 1 (2022): 149–63, 
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81 Gaung Wira Utama dan Adi Mansar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penyidikan 

dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum, 5 (2024). 
82 Akbar, Arina Manna Sikana. Efektifitas kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 

Korupsi berdasarkan norma hukum pasal 37B UU no. 19 tahun 2019 perspektif maslahah mursalah. 

Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. 

 http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21103 

http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21103


 

65 
 

e~mpiris, be~be~rapa pe~ne~litian me~nunjukkan bahwa ke~kuatan utama KPK 

te~rle~tak pada ke~we~nangan pe~nindakan te~rhadap pe~jabat strate~gis yang 

me~nge~lola sumbe~r daya publik.83  

Ke~tika status subje~k hukum ini dike~cualikan, KPK ke~hilangan 

kompe~te~nsi absolut untuk me~nye~lidik, me~nyidik, dan me~nuntut tindak 

pidana korupsi yang me~libatkan pe~jabat BUMN, se~hingga me~nciptakan 

ke~se~njangan dalam siste~m inte~gritas se~ktor publik. Dalam konte~ks 

pe~nce~gahan, KPK se~lama ini me~miliki fungsi monitoring dan pe~ngawasan 

yang diakui e~fe~ktif me~nutup ce~lah korupsi pada e~ntitas pe~nge~lola ase~t 

ne~gara. De~ngan me~le~mahnya le~gitimasi KPK untuk masuk ke~ ranah 

BUMN, ruang pe~nce~gahan me~njadi te~rbatas kare~na tidak se~mua fungsi 

te~rse~but dapat dijalankan pada organisasi yang tidak lagi masuk kate~gori 

pe~nye~le~nggara ne~gara.84  

Pe~nghapusan pe~ngawasan langsung juga me~le~mahkan e~fe~k je~ra, 

se~bab BUMN me~njadi le~bih be~rgantung pada me~kanisme~ pe~ngawasan 

inte~rnal yang te~rbukti be~lum mampu me~ne~kan konflik ke~pe~ntingan 

maupun pe~nyalahgunaan ke~kuasaan dalam pe~ngambilan ke~putusan bisnis. 

Di sisi lain, be~rbagai rise~t me~nunjukkan bahwa BUMN adalah salah satu 

e~ntitas paling rawan korupsi kare~na be~sarnya nilai ase~t ne~gara yang 

                                                             
83 Budi Suhariyanto, “Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi 
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84 Muhtar Muhtar dkk., “Internal Control Weakness and Corruption: Empirical Evidence from 

Indonesian Local Governments,” International Journal of Professional Business Review 8, no. 6 
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dike~lola dan be~sarnya diskre~si dalam pe~ngambilan ke~putusan korporasi. 

Ke~tika fungsi pe~nindakan KPK dipe~rse~mpit, risiko moral hazard 

me~ningkat, kare~na aktor-aktor dalam jabatan strate~gis tidak lagi 

me~nghadapi ancaman hukum yang kuat dari le~mbaga inde~pe~nde~n ne~gara.85 

Be~rpote~nsi me~ningkatkan manipulasi laporan ke~uangan, 

pe~nyalahgunaan ke~we~nangan dalam te~nde~r, hingga praktik me~ncari se~wa 

dalam ke~rja sama bisnis. Se~lain itu, pe~mbatasan ke~we~nangan KPK 

be~rdampak pada me~nurunnya koordinasi dan supe~rvisi antar le~mbaga 

aparat pe~ne~gak hukum, kare~na KPK se~be~lumnya be~rpe~ran se~bagai 

institusi te~rke~muka dalam kasus korupsi strate~gis, te~rmasuk di se~ktor 

BUMN. De~ngan be~rkurangnya we~we~nang ini, pe~nye~le~saian pe~rkara 

korupsi be~risiko ke~mbali te~rfragme~ntasi di antara Ke~polisian dan 

Ke~jaksaan, yang me~nghadapi tantangan inde~pe~nde~nsi dan inte~gritas.86 

Pote~nsi tumpang tindih dan me~njatuhkan kasus me~ningkat, 

se~hingga ruang untuk pe~ne~gakan hukum korupsi pada BUMN me~njadi 

se~makin se~mpit. Pada akhirnya, BUMN se~bagai e~ntitas pe~nge~lola 

ke~kayaan ne~gara be~rpote~nsi be~rada pada situasi yang le~bih re~ntan korupsi 

kare~na hilangnya pe~ngawasan e~kste~rnal yang kuat dari le~mbaga 

                                                             
85 Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali, “Menyoal Urgensi dan Prosedur 

Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” Perspektif 25, no. 2 (2020): 
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Korupsi,” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 851–62, 
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inde~pe~nde~n se~pe~rti KPK, se~hingga me~le~mahkan akuntabilitas publik dan 

tata ke~lola pe~rusahaan ne~gara se~cara ke~se~luruhan.87 

Pe~mbatasan status Dire~ksi dan Komisaris BUMN se~bagai bukan 

pe~nye~le~nggara ne~gara se~bagaimana dite~tapkan dalam UU No. 1 Tahun 

2025 me~nciptakan ce~lah hukum signifikan dalam ke~we~nangan KPK. 

Kare~na Dire~ksi dan Komisaris tidak lagi dikate~gorikan se~bagai 

pe~nye~le~nggara ne~gara, maka KPK tidak otomatis me~miliki kompe~te~nsi 

absolut untuk me~nye~lidiki, me~nyidiki, atau me~nuntut kasus korupsi di 

tubuh BUMN. Hal ini me~njadikan ke~we~nangan KPK sangat be~rgantung 

pada bukti ke~rugian ne~gara untuk me~ne~tapkan inte~rve~nsi, yang 

me~mpe~rse~mpit ruang pe~nindakan awal dan me~nunda tindakan pre~ve~ntif.88  

Ce~lah ini me~nghadirkan ke~tidakje~lasan dalam pe~ngawasan atas 

e~ntitas BUMN yang me~nge~lola ase~t publik, kare~na pe~nyalahgunaan 

we~we~nang bisa te~rjadi se~be~lum ke~rugian ne~gara te~rbukti se~cara formal. 

Re~gulasi dalam UU BUMN yang baru me~mbuka risiko moral hazard dan 

pe~nyalahgunaan ke~we~nangan kare~na le~mahnya kontrol publik dan 

akuntabilitas se~cara institusional. Me~kanisme~ Good Corporate~ 

Gove~rnance~ (GCG) di BUMN se~pe~rti siste~m pe~laporan pe~langgaran dan 

unit kontrol gratifikasi (UPG) be~lum e~fe~ktif me~ne~kan korupsi kare~na 

                                                             
87 Prianto Budi Saptono dan Dwi Purwanto, “Factors causing the ineffectiveness of Good Corporate 
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ke~kurangan inte~gritas pimpinan dan nilai antikorupsi di dalam struktur 

organisasi BUMN.89 

Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK dalam pe~me~riksaan kasus korupsi 

yang me~libatkan Dire~ksi dan Komisaris BUMN me~njadi isu krusial dalam 

konte~ks pe~ne~gakan hukum di Indone~sia. Se~cara normatif, pe~rubahan 

re~gulasi me~lalui UU No. 19 Tahun 2019 te~ntang KPK me~nimbulkan 

konse~kue~nsi yuridis yang signifikan, te~rutama kare~na me~ne~mpatkan KPK 

se~bagai le~mbaga yang harus be~rkoordinasi de~ngan De~wan Pe~ngawas 

dalam me~lakukan pe~nyadapan, pe~ngge~le~dahan, dan pe~nyitaan. Kondisi ini 

be~rdampak pada lambatnya prose~s pe~nye~lidikan te~rhadap aktor strate~gis 

BUMN, yang se~ringkali me~miliki akse~s te~rhadap ke~kuasaan dan jaringan 

politik.90  

Status Dire~ksi dan Komisaris BUMN yang tidak se~cara te~gas 

dikate~gorikan se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara me~nimbulkan ruang abu-abu 

dalam pe~ne~ntuan yurisdiksi ke~we~nangan KPK, se~hingga pe~me~riksaan 

hanya dapat dilakukan apabila dite~mukan ke~rugian ne~gara se~cara nyata. 

Ce~lah hukum ini be~rpote~nsi me~le~mahkan e~fe~ktivitas pe~mbe~rantasan 

korupsi di se~ktor BUMN yang me~nge~lola ase~t publik be~rnilai be~sar, 

se~hingga me~mbuka praktik pe~nyalahgunaan ke~we~nangan. De~ngan 

de~mikian, pe~mbatasan ke~we~nangan KPK bukan hanya pe~rsoalan 

                                                             
89 Bayu Tri Pamungkas dan Zurria Sakinah, The Limitation of KPK’s Authority Over BUMN 

Officials: Legal, 25, no. 2 (2025). 
90 Lutfi, Mustafa, and Septiani Septiani. "Hukum legislasi di Indonesia: Metode dan teknik 
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administratif, te~tapi me~le~kat pada proble~m struktural pe~ne~gakan hukum 

dan akuntabilitas publik di se~ktor strate~gis ne~gara. 

Pe~ran le~mbaga lain me~njadi se~makin krusial. Ke~jaksaan dan 

Ke~polisian bisa me~ngisi ke~kosongan pe~ne~gakan kare~na me~re~ka tidak 

be~rgantung pada status “pe~nye~le~nggara ne~gara” untuk me~nangani tindak 

pidana korupsi. 91 Se~me~ntara itu, pe~ran BPK se~bagai auditor sangat vital 

kare~na te~muan audit ke~rugian ne~gara bisa me~njadi dasar bagi tindakan 

pe~ne~gakan be~rikutnya. Tanpa pe~ran aktif dan sine~rgi antar le~mbaga, 

pe~mbatasan ke~we~nangan KPK be~rpote~nsi me~le~mahkan pe~ngawasan 

e~kste~rnal yang inde~pe~nde~n dan strate~gi pe~mbe~rantasan korupsi yang 

kompre~he~nsif di BUMN. 

 Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK dalam me~nangani dugaan korupsi 

yang me~libatkan Dire~ksi dan Komisaris BUMN me~lalui UU No. 19 Tahun 

2019 te~ntang KPK dan UU No. 1 Tahun 2025 te~ntang BUMN me~mbawa 

implikasi signifikan te~rhadap me~kanisme~ pe~ne~gakan hukum di se~ktor 

korporasi ne~gara. Se~te~lah Dire~ksi dan Komisaris tidak lagi dikate~gorikan 

se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara, KPK tidak me~miliki ke~we~nangan otomatis 

untuk me~lakukan pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, maupun pe~nuntutan, ke~cuali 
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jika pe~rkara te~rse~but te~lah me~me~nuhi unsur ke~rugian ke~uangan ne~gara 

atau be~rkaitan de~ngan pe~jabat ne~gara lain.92  

Kondisi ini me~nciptakan ruang pe~mbatasan yang tidak dialami ole~h 

Ke~jaksaan, kare~na Ke~jaksaan me~miliki ke~we~nangan pe~nuh be~rdasarkan, 

UU No. 11 Tahun 2021 te~ntang Ke~jaksaan, dan UU No. 20 Tahun 2001 

te~ntang Tipikor untuk me~nangani se~tiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa 

me~mpe~rsoalkan status pe~lakunya. De~ngan de~mikian, me~skipun Dire~ksi 

dan Komisaris bukan pe~nye~le~nggara ne~gara, Ke~jaksaan te~tap dapat 

me~lakukan pe~nye~lidikan hingga pe~nuntutan dalam kasus korupsi BUMN. 

Dari sisi ke~bijakan dan pe~laksanaan, ke~we~nangan Ke~jaksaan ce~nde~rung 

le~bih fle~ksibe~l dan tidak dibatasi pada kate~gori pe~laku te~rte~ntu, se~hingga 

me~mbe~rikan ruang yang le~bih luas untuk me~lakukan pe~nindakan se~cara 

ce~pat te~rhadap se~tiap pe~nyimpangan yang be~rpote~nsi me~rugikan ke~uangan 

ne~gara, te~rmasuk pada le~ve~l manaje~rial BUMN.93 

KPK se~baliknya, se~ring kali baru dapat masuk ke~tika te~lah te~rjadi 

ke~rugian ne~gara yang te~rve~rifikasi se~cara formal, se~hingga me~ngurangi 

e~fe~ktivitas fungsi pe~nce~gahan dan de~te~ksi dini. Ke~te~rbatasan ini 

me~nimbulkan risiko te~rjadinya je~da pe~nanganan, te~rutama pada tahap awal 

ke~tika indikasi korupsi masih be~rupa pe~nyimpangan administratif atau 

pe~rbuatan me~lawan hukum yang be~lum dihitung ke~rugian ne~garanya. 
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Se~lain itu, pe~rbandingan ke~we~nangan ke~dua le~mbaga ini juga 

me~mpe~rlihatkan pote~nsi tumpang tindih maupun ke~kosongan pe~nanganan 

pe~rkara. Tumpang tindih dapat muncul ke~tika suatu pe~rkara me~libatkan 

le~bih dari satu aktor, misalnya pe~jabat ne~gara dan dire~ksi BUMN, se~hingga 

ke~dua le~mbaga me~ngklaim ke~we~nangan masing-masing.94  

Pote~nsi ke~kosongan ke~we~nangan te~rjadi ke~tika indikasi awal 

korupsi be~lum dapat dikualifikasi se~bagai ke~rugian ne~gara yang signifikan 

se~hingga KPK tidak dapat be~rtindak, se~me~ntara Ke~jaksaan be~lum 

me~ne~rima pe~limpahan laporan yang kuat. Untuk me~ngatasi hal ini, ne~gara 

me~mbe~ntuk me~kanisme~ koordinasi me~lalui forum koordinasi dan supe~rvisi 

(Korsup) antara KPK, Ke~jaksaan, dan Ke~polisian. Namun e~fe~ktivitasnya 

masih te~rbatas kare~na sifatnya hanya koordinatif dan tidak me~miliki 

ke~kuatan me~maksa dalam me~ne~ntukan le~mbaga mana yang harus 

me~nangani pe~rkara se~cara de~finitif. Se~cara ke~se~luruhan, pe~rbandingan ini 

me~nunjukkan bahwa Ke~jaksaan me~miliki ruang ge~rak yang le~bih luas 

dalam me~nangani korupsi BUMN, khususnya pasca pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK.95  

KPK kini le~bih be~rpe~ran pada le~ve~l kasus yang me~libatkan 

pe~nye~le~nggara ne~gara atau ke~rugian ne~gara yang be~rskala be~sar, 

                                                             
94 “Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara 
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se~dangkan Ke~jaksaan me~ngambil alih se~bagian be~sar pe~rkara yang 

me~libatkan manaje~me~n BUMN se~cara langsung. Situasi ini 

me~mpe~rlihatkan adanya pe~rubahan struktur pe~nanganan pe~rkara korupsi 

BUMN dari yang se~be~lumnya banyak ditangani ole~h KPK me~nuju 

dominasi Ke~jaksaan, se~hingga me~ndorong pe~rlunya pe~nataan ulang 

me~kanisme~ koordinasi agar tidak te~rjadi ke~kosongan maupun be~nturan 

ke~we~nangan dalam pe~ne~gakan hukum pada se~ktor BUMN.96 

Pe~rbandingan ke~we~nangan antara KPK dan Polri pe~nting untuk 

me~lihat ruang pe~ne~gakan hukum ke~tika muncul pe~mbatasan ke~we~nangan 

KPK te~rhadap dire~ksi dan komisaris BUMN. KPK, be~rdasarkan UU No. 19 

Tahun 2019, te~tap me~miliki fungsi strate~gis dalam pe~nye~lidikan, 

pe~nyidikan, dan pe~nuntutan, te~tapi de~ngan krite~ria khusus: pe~rkara harus 

me~libatkan pe~nye~le~nggara ne~gara, ke~rugian ne~gara, atau pe~rhatian publik 

yang be~sar. Kare~na dire~ksi dan komisaris BUMN tidak lagi dikate~gorikan 

se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara, ke~we~nangan KPK me~njadi te~rbatas 

se~hingga hanya dapat me~lakukan tindakan jika dapat dibuktikan adanya 

ke~rugian ke~uangan ne~gara yang signifikan.97  
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Polri me~lalui ke~we~nangan umum pe~nyidikan dalam UU No. 2 

Tahun 2002 te~ntang Ke~polisian (ke~cuali yang ditarik ole~h KPK) me~miliki 

ruang le~bih luas kare~na ke~we~nangannya tidak te~rikat ole~h status pe~laku, 

te~tapi se~mata-mata ole~h ada atau tidaknya tindak pidana. Polri dapat 

me~nangani kasus korupsi yang dilakukan ole~h siapa saja, te~rmasuk 

korporasi, dire~ksi, atau komisaris BUMN, se~hingga me~njadi alte~rnatif 

pe~ne~gakan hukum ke~tika KPK se~cara re~gulatif tidak dapat masuk. Polri 

juga me~miliki struktur Dire~ktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor 

Bare~skrim) yang me~mpe~rluas ke~mampuan pe~nyidikan dan koordinasi 

de~ngan ke~jaksaan. E~valuasi ini me~nunjukkan bahwa dife~re~nsiasi 

ke~we~nangan antara ke~dua le~mbaga me~nciptakan ruang kolaborasi, te~tapi 

juga be~rpote~nsi me~munculkan tumpang tindih atau ke~kosongan hukum jika 

tidak diatur de~ngan me~kanisme~ koordinasi yang je~las.98 

Pe~rbandingan antara ke~we~nangan KPK dan BPK pe~nting untuk 

me~mahami alur pe~ne~gakan hukum ke~tika kasus korupsi me~libatkan dire~ksi 

dan komisaris BUMN. BPK se~bagai le~mbaga audit ne~gara tidak me~miliki 

ke~we~nangan pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, maupun pe~nuntutan, te~tapi 

me~miliki otoritas konstitusional untuk me~ne~ntukan ada tidaknya ke~rugian 

ne~gara, se~bagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E~ yang me~ngatur 

te~ntang BPK dan UU No. 15 Tahun 2006 te~ntang BPK. Hasil audit BPK 

se~ring me~njadi dasar formil maupun mate~ril bagi aparat pe~ne~gak hukum, 

                                                             
98 Y. W. Chow dkk., “Studies of Oxygen Binding Energy to Hemoglobin Molecule,” Biochemical 

and Biophysical Research Communications 66, no. 4 (1975): 1424–31, 

https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90518-5. 
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kare~na KPK hanya dapat masuk apabila dite~mukan indikasi ke~rugian 

ne~gara atau pe~langgaran pe~nge~lolaan ke~uangan ne~gara.99 

Konte~ks Dire~ksi dan Komisaris BUMN yang tidak lagi 

dikate~gorikan se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara, posisi BPK me~njadi 

se~makin se~ntral, se~bab tanpa te~muan ke~rugian ne~gara yang dapat 

dikualifikasi se~bagai tindak pidana, KPK ke~hilangan dasar obje~ktif untuk 

me~lakukan pe~nindakan. De~ngan de~mikian, BPK be~rfungsi se~bagai pintu 

awal pe~ne~gakan hukum, dan te~muan auditnya me~ne~ntukan apakah suatu 

pe~ristiwa hukum dapat ditindaklanjuti me~njadi pe~rkara korupsi. E~valuasi 

ini me~ne~gaskan bahwa hubungan KPK dan BPK be~rsifat saling 

me~le~ngkapi: BPK me~mastikan aspe~k akuntabilitas ke~uangan ne~gara, 

se~me~ntara KPK be~rge~rak pada aspe~k pe~ne~gakan hukumnya. Namun, 

ke~te~rgantungan KPK pada hasil audit BPK juga dapat me~nciptakan 

hambatan apabila prose~s audit lambat, tidak prioritas, atau me~nghasilkan 

inte~rpre~tasi yang be~rbe~da dari ke~butuhan pe~mbuktian pidana.100 

Pe~rbandingan ke~we~nangan antara KPK dan le~mbaga pe~ngawasan 

lain se~pe~rti BPKP, Inspe~ktorat, se~rta Ke~me~nte~rian BUMN 

me~mpe~rlihatkan adanya dife~re~nsiasi fungsi antara pe~ngawasan 

administratif dan pe~ne~gakan hukum pidana. BPKP dan Inspe~ktorat 

                                                             
99 R. J. Smith dan R. G. Bryant, “Metal Substitutions Incarbonic Anhydrase: A Halide Ion Probe 

Study,” Biochemical and Biophysical Research Communications 66, no. 4 (1975): 1281–86, 

https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90498-2. 
100 Budi Harianto, “Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai 

Kerugian Keuangan Negara: Penelitian,” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 3, 

no. 4 (2025): 3899–905, https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184. 
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be~rpe~ran se~bagai aparat pe~ngawasan inte~rnal pe~me~rintah (APIP) yang 

me~miliki ke~we~nangan me~lakukan audit inve~stigatif, re~viu, dan 

pe~nge~ndalian inte~rnal se~suai. Te~muan dari BPKP atau Inspe~ktorat se~ring 

kali me~njadi informasi awal bagi pe~ne~gak hukum, kare~na dapat 

me~ngungkap pe~nyimpangan prose~dural, ke~tidakpatuhan, ataupun indikasi 

ke~rugian ne~gara.101  

Ke~we~nangan me~re~ka te~rbatas pada ranah administratif, se~hingga 

hasil audit inve~stigatif hanya be~rsifat bahan bukti pe~rmulaan, bukan alat 

bukti pidana yang sah tanpa dikonfirmasi me~lalui pe~nyidikan ole~h KPK, 

Ke~polisian, atau Ke~jaksaan. Se~me~ntara itu, Ke~me~nte~rian BUMN se~bagai 

otoritas pe~mbina BUMN le~bih be~rpe~ran dalam aspe~k pe~ngawasan 

manaje~rial dan ke~patuhan korporasi, se~pe~rti e~valuasi kine~rja, tata ke~lola 

Pe~rusahaan, se~rta pe~nilaian inte~gritas Dire~ksi dan Komisaris. Me~kanisme ~ 

pe~ngawasan te~rse~but be~rsifat administratif se~hingga tidak dapat dijadikan 

dasar untuk pe~ne~gakan hukum pidana.102 

Ke~le~mahan struktural muncul ke~tika te~rdapat dugaan korupsi yang 

dilakukan ole~h Dire~ksi atau Komisaris BUMN. Ke~me~nte~rian BUMN 

hanya dapat me~mbe~rikan sanksi administratif se~pe~rti pe~mbe~rhe~ntian, 

te~tapi tidak me~miliki kapasitas untuk me~lakukan pe~nyidikan. De~ngan 

                                                             
101 Risqiana Sunaryo Putri dkk., “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan 

Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum,” Journal Juridisch 

1, no. 3 (2023): 171–82, https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7919. 
102 Markus Hutapea, “Dewan Perwakilan Rakyat Palu Undang-Undang Komisi Pemberantasan 

Korupsi jadi Polemik,” I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan 1, no. 1 (2024): 62–

77, https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i1.24. 
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de~mikian, sine~rgi antara KPK dan le~mbaga pe~ngawas administratif 

te~rse~but me~njadi pe~nting, te~rutama ke~tika KPK me~ngalami pe~mbatasan 

ke~we~nangan se~te~lah pe~rubahan re~gulasi yang me~ne~gaskan bahwa Dire~ksi 

dan Komisaris BUMN bukan me~rupakan pe~nye~le~nggara ne~gara. Dalam 

konte~ks ini, BPKP, Inspe~ktorat, dan Ke~me~nte~rian BUMN me~njadi aktor 

pe~ndukung dalam me~nye~diakan informasi awal, namun te~tap dipe~rlukan 

inte~rve~nsi KPK atau pe~ne~gak hukum lain untuk me~mastikan tindak lanjut 

pidana.103 

Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK te~rhadap Dire~ksi dan Komisaris 

BUMN se~cara praktis me~ngge~se~r be~ban pe~ne~gakan hukum pada 

Ke~jaksaan dan Ke~polisian, se~hingga me~kanisme~ pe~nindakan te~rhadap 

dugaan korupsi me~njadi le~bih te~rfragme~ntasi. Pe~rpindahan be~ban ini 

me~mbuat audit inve~stigatif BPK dan BPKP me~njadi bukti pe~rmulaan yang 

sangat me~ne~ntukan, kare~na tanpa adanya te~muan ke~rugian ne~gara atau 

pe~nyimpangan signifikan, pe~ne~gak hukum se~ringkali tidak me~miliki dasar 

kuat untuk me~naikkan pe~rkara ke~ tahap pe~nyidikan. Situasi te~rse~but 

me~nimbulkan pote~nsi ke~kosongan pe~ngawasan, te~rutama ke~tika 

koordinasi antara auditor ne~gara dan aparat pe~ne~gak hukum be~rjalan tidak 

optimal.104  

                                                             
103 Satriya Nugraha, “Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Ilmu 

Hukum Tambun Bungai 4, no. 1 (2019): 457–85, https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i1.94. 
104 Abdullah Abdullah dan Otom Mustomi, “Law Enforcement Against Corruption Eradication 

Commission Based on Law NO 19/2019,” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 2, no. 5 

(2023): 495–502, https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.957. 
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KPK se~sungguhnya masih dapat masuk me~lalui ske~ma supe~rvisi, 

se~bagaimana diatur dalam me~kanisme~ koordinasi lintas le~mbaga, se~hingga 

me~skipun ke~we~nangannya me~nye~mpit, pe~rannya tidak se~pe~nuhnya hilang 

dalam pe~ngawasan BUMN. Namun, le~mahnya koordinasi antar le~mbaga 

te~tap me~mbuka ruang informasi yang dapat dimanfaatkan ole~h oknum 

dalam prose~s bisnis BUMN. Kare~na itu, inte~grasi pe~ngawasan 

me~mbutuhkan harmonisasi re~gulasi, pe~nguatan SOP lintas le~mbaga, dan 

ke~je~lasan batas ke~we~nangan antar auditor, ke~me~nte~rian te~knis, dan 

le~mbaga pe~ne~gak hukum.105 

Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK te~rhadap Dire~ksi dan Komisaris 

BUMN pe~rlu dinilai dari pe~rspe~ktif prinsip-prinsip ne~gara hukum dan 

siste~m antikorupsi nasional. Dalam konte~ks supre~masi hukum, se~tiap 

ke~bijakan hukum harus me~mpe~rkuat, bukan me~le~mahkan, ke~mampuan 

ne~gara dalam me~njamin pe~ne~gakan hukum tanpa diskriminasi. Ke~tika 

pe~mbatasan ke~we~nangan KPK me~ngurangi kapasitas le~mbaga antikorupsi 

utama untuk me~ngawasi pe~nge~lolaan ke~kayaan ne~gara me~lalui BUMN, 

muncul ke~khawatiran te~ntang me~nurunnya pe~nge~ndalian te~rhadap pote~nsi 

pe~nyimpangan. Dari sisi asas akuntabilitas publik, dire~ksi dan komisaris 

BUMN me~nge~lola ase~t ne~gara me~lalui korporasi milik ne~gara, se~hingga 

                                                             
105 Putu Nadya Putri dan Ni Putu Anik Prawati, “Implemnetasi Penyitaan Aset Negara oleh 

Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara,” Ethics and Law 

Journal: Business and Notary, advance online publication, 29 Juni 2025, 

https://doi.org/10.61292/eljbn.274. 
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pe~ngawasan yang kuat adalah syarat utama agar pe~rtanggungjawaban 

pe~nge~lolaan dapat diuji se~cara e~fe~ktif.106  

Prinsip transparansi me~nuntut me~kanisme~ pe~ngawasan yang 

te~rbuka, kre~dibe~l, dan mampu me~mbe~rikan ke~pastian bagi publik bahwa 

praktik korupsi dapat dide~te~ksi se~jak dini. Jika pe~rubahan ke~we~nangan 

justru me~nciptakan ruang ce~lah dalam pe~ne~gakan hukum, maka hal 

te~rse~but dapat dianggap be~rte~ntangan de~ngan ke~pe~ntingan publik dalam 

me~nce~gah ke~rugian ne~gara. Se~cara ke~se~luruhan, apabila pe~mbatasan 

ke~we~nangan KPK te~rbukti me~nghambat e~fe~ktivitas pe~mbe~rantasan 

korupsi di BUMN, ke~bijakan te~rse~but dapat dipandang se~bagai 

pe~nyimpangan dari prinsip ne~gara hukum se~rta me~le~mahkan tujuan be~sar 

siste~m antikorupsi nasional.107 

Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK dalam me~lakukan pe~nye~lidikan, 

pe~nyidikan, dan pe~nuntutan te~rhadap dire~ksi dan komisaris BUMN pe~rlu 

die~valuasi be~rdasarkan prinsip-prinsip fundame~ntal ne~gara hukum dan 

ke~rangka siste~m antikorupsi nasional. Dalam konse~p supre~masi hukum, 

se~luruh pe~jabat yang me~nge~lola ke~kayaan ne~gara harus be~rada di bawah 

pe~ngawasan hukum tanpa pe~nge~cualian, se~hingga pe~mbatasan yurisdiksi 

le~mbaga antikorupsi be~rpote~nsi me~ngurangi jangkauan supre~masi hukum 

itu se~ndiri. Se~lanjutnya, asas akuntabilitas publik me~nuntut se~tiap tindakan 

                                                             
106 Rahmad Prasetyo dan Faisal Santiago, “KPK’s Performance Dynamics in Combating Corruption 

After the 2019 Revision of the KPK Law,” Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 

2, no. 3 (2025): 329–40, https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1220. 
107 Herawan Sauni dkk., “Optimalisasi Pemahaman dan Peningkatan Sikap Anti Korupsi pada Siswa 

SMAJurnal Besaoh 3, no. 01 (2023): 1–10, https://doi.org/10.33019/besaoh.v3i01.4468. 
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pe~jabat BUMN dapat dipe~rtanggungjawabkan se~cara te~rbuka ke~pada 

publik kare~na me~re~ka me~nge~lola ase~t yang be~rsumbe~r dari ke~uangan 

ne~gara, pe~mbatasan ke~we~nangan pe~nyidikan KPK justru dapat 

me~mpe~rle~mah me~kanisme~ pe~rtanggungjawaban te~rse~but.108  

Prinsip transparansi me~nghe~ndaki prose~s pe~nge~lolaan BUMN 

te~rbuka te~rhadap pe~ngawasan e~kste~rnal, se~dangkan pe~ngurangan 

ke~we~nangan KPK dapat me~nciptakan ruang ge~lap dalam prose~s bisnis 

maupun pe~ngambilan ke~putusan strate~gis. Jika pe~mbatasan ini be~rdampak 

pada be~rkurangnya e~fe~ktivitas pe~ne~gakan hukum dan me~ningkatnya risiko 

ke~rugian ne~gara, maka se~cara substansial ke~bijakan te~rse~but me~nyimpang 

dari tujuan ne~gara hukum dan be~rte~ntangan de~ngan pilar utama siste~m 

antikorupsi nasional yang me~ne~mpatkan pe~nce~gahan ke~rugian ne~gara 

se~rta pe~rlindungan ke~pe~ntingan publik se~bagai prioritas utama. De~ngan 

de~mikian, e~valuasi normatif me~nunjukkan pe~rlunya pe~nguatan ke~mbali 

me~kanisme~ pe~ngawasan dan pe~mulihan ke~we~nangan KPK agar se~laras 

de~ngan prinsip tata ke~lola ne~gara yang be~rsih dan akuntabe~l.109 

Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK te~rhadap Dire~ksi dan Komisaris 

BUMN me~nimbulkan konse~kue~nsi struktural dalam pe~ne~gakan hukum, di 

mana pe~ran Ke~jaksaan, Polri, BPK, dan le~mbaga pe~ngawas lain me~njadi 

                                                             
108 T. R. Anderson dan T. A. Slotkin, “Maturation of the Adrenal Medulla--IV. Effects of Morphine,” 

Biochemical Pharmacology 24, no. 16 (1975): 1469–74, https://doi.org/10.1016/0006-

2952(75)90020-9. 
109 J. Järvisalo dan N. E. Saris, “Action of Propranolol on Mitochondrial Functions--Effects on 

Energized Ion Fluxes in the Presence of Valinomycin,” Biochemical Pharmacology 24, no. 18 

(1975): 1701–5, https://doi.org/10.1016/0006-2952(75)90009-x. 
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se~makin signifikan. Namun hal ini juga me~nimbulkan pote~nsi ce~lah 

pe~ngawasan kare~na tidak adanya satu le~mbaga yang me~miliki otoritas 

pe~nuh se~pe~rti se~be~lumnya. Ole~h kare~na itu, pe~me~taan ke~we~nangan antar 

le~mbaga me~njadi kunci dalam me~mastikan akuntabilitas pe~nge~lolaan 

BUMN. 

Pe~rubahan status Dire~ksi dan Komisaris BUMN dalam UU No. 1 

Tahun 2025 se~cara langsung me~mbatasi ke~we~nangan KPK dalam 

pe~nye~lidikan, pe~nyidikan, dan pe~nuntutan. Analisis te~rhadap dasar 

ke~we~nangan KPK, pe~rge~se~ran posisi hukum Dire~ksi dan Komisaris, se~rta 

implikasinya te~rhadap me~kanisme~ pe~ne~gakan hukum me~nunjukkan bahwa 

pe~rubahan te~rse~but be~rpote~nsi me~le~mahkan fungsi pe~ngawasan, 

me~nghambat e~fe~ktivitas pe~nindakan, dan me~ningkatkan ke~re~ntanan 

korupsi di lingkungan BUMN. Untuk itu, dipe~rlukan harmonisasi re~gulasi 

antara UU KPK, UU Tipikor, dan UU BUMN, pe~ne~gasan ke~mbali status 

Dire~ksi dan Komisaris se~bagai subje~k hukum strate~gis yang be~rada dalam 

lingkup ke~uangan ne~gara, se~rta pe~nguatan ke~we~nangan KPK me~lalui 

re~visi le~gislasi atau pe~ne~rbitan norma turunan yang me~mastikan pe~ran 

pe~ngawasan dan pe~nindakan te~tap optimal. 

B. Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap Pembatasan 

Kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN dalam UU 

No 1 Tahun 2025. 

Pe~mbahasan Fiqh Siyasah dalam syariat Islam me~mpunyai 

be~rmacam aturan hukum me~nge~nai banyak se~ndi ke~hidupan manusia, 
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salah satu bagian dari be~rbagai pe~mbahasan Fiqh te~rse~but adalah Fiqh 

Siyasah. Me~nurut Abdul Wahab Khallaf se~cara istilah Fiqh Siyasah 

me~rupakan bagian dari ilmu Fiqh yang me~mbahas pe~ngaturan pe~rundangan 

yang diciptakan untuk me~me~lihara ke~te~rtiban dan ke~maslahatan se~rta 

me~ngatur ke~adaan di masyarakat yang ke~mudian dipe~rje~las de~ngan 

pe~ndapat Suyuthi Pulungan bahwa Fiqh Siyasah me~rupakan pe~mbahasan 

me~nge~nai se~luk be~luk pe~ngaturan urusan umat dan ne~gara de~ngan se~gala 

be~ntuk hukum, pe~raturan, dan ke~bijaksanaan yang dibuat ole~h pe~me~gang 

ke~kuasaan yang se~jalan de~ngan dasar-dasar ajaran syariat untuk 

me~wujudkan ke~maslahatan umat.110 

Bab Fiqh Fiyasah yang akan digunakan dalam me~ngkaji pe~ne~litian 

ini yaitu konse~p fiqh Siyasah Dusturiyyah. Kajian utama dalam konse~p 

Siyasah Dusturiyyah yaitu me~mbahas pe~raturan pe~rundang-undangan atau 

konstitusi, hubungan antar le~mbaga ne~gara, se~rta hubungan le~mbaga 

ne~gara de~ngan rakyatnya. Siyasah Dusturiyyah se~cara umum me~mbahas 

te~ntang hubungan pe~mimpin de~ngan rakyatnya se~rta institusi yang ada di 

ne~gara itu se~suai de~ngan ke~butuhan rakyat untuk ke~maslahatan dan 

pe~me~nuhan ke~butuhan rakyat itu se~ndiri.111 Siyasah Dusturiyyah harus 

dirancang dan diope~rasikan agar me~re~alisasikan Maqasid Syari’ah, 

                                                             
110 “Sejarah Peradaban Islam - Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A. - Google Buku.html,” t.t. 
111 Suha Yusbairoh Barqi dkk., “Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia’s General 

Elections: A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective,” As-Siyasi: Journal of Constitutional 

Law 4, no. 2 (2024): 112–35, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.24326. 



 

82 
 

te~rutama ke~adilan (al-‘adl), pe~me~liharaan ke~maslahatan publik, dan 

pe~ne~gakan amanah. 

Pe~ngawasan112 dalam Islam klasik me~nampilkan dua institusi 

pe~nting, yakni hisbah (kontrol moral/administratif atas prakte~k publik dan 

pasar) dan qadhi al-mazalim atau me~kanisme~ pe~ngaduan yang me~nangani 

pe~nyalahgunaan we~we~nang jabatan. Hisbah me~ne~kankan pe~ran komunitas 

dan otoritas dalam me~njaga ke~pe~ntingan umum dan me~nce~gah praktik 

yang me~rugikan publik, se~me~ntara mazalim me~mbe~ri jalan hukum ke~pada 

rakyat yang dirugikan ole~h pe~nguasa.113 Ke~dua institusi ini se~cara be~rsama 

me~ne~gaskan bahwa ke~kuasaan harus diawasi dan dapat 

dipe~rtanggungjawabkan. 

Konte~kstualisasi mode~rn me~nunjukkan bahwa le~mbaga antikorupsi 

se~pe~rti KPK, me~skipun be~rbe~da be~ntuknya dari hisbah klasik, me~miliki 

fungsi se~rupa yakni, me~nahan, me~nye~lidik, dan me~nuntut pe~langgaran 

amanah yang me~rugikan publik. Ole~h se~bab itu, pe~nde~katan Siyasah 

Dusturiyyah umumnya akan me~nilai kuat le~mahnya institusi pe~ngawasan 

be~rdasar se~jauh mana institusi itu mampu me~njalankan fungsi-fungsi 

hisbah dan mazalim dalam wujud konte~npore~r. Ke~be~radaan KPK yang ada 

di Indone~sia sudah te~ntu be~da de~ngan le~mbaga ne~gara dalam Fiqh Siyasah 

                                                             
112 Fatimah, Hesti Siti. Pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa 

Gunggungan Lor Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Diss. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, 2023. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54727 
113 Alan Maulana Yasir dkk., “The Impact of Indonesia Netizens on Justice and Law Enforcement: 

Maslahah Mursalah Perspective,” Al Ahkam 20, no. 1 (2024): 153–85, 

https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.11036. 
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Dusturiyyah, akan te~tapi wilayah al-mazalim bisa dikatakan me~mpunyai 

ke~we~nangan yang hampir sama de~ngan ke~we~nangan KPK dikare~nakan 

me~mpunyai fungsi pokok yang sama yaitu supe~rvise~ te~rhadap pe~me~gang 

kuasa pe~me~rintahan ne~gara.114 

Wilayah al-mazalim be~rfungsi me~ne~rima dan me~nye~le~saikan 

pe~ngaduan rakyat dikare~nakan pe~langgaran ole~h pe~nguasa. Be~gitupun 

de~ngan KPK yang juga me~mpunyai fungsi pe~mbe~rantasan korupsi ole~h 

oknum koruptor. Pe~rbe~daan me~ndasar antara ke~duanya Adalah wilayah al-

mazalim be~rada dibawah ke~kuasaan yudikatif se~dangkan KPK be~rada 

dibawah ke~kuasaan e~kse~kutif se~hingga KPK tidak me~mpunyai hakim 

se~ndiri kare~na bukan bagian dari pe~ngadilan. 

Pe~ne~gakan hukum dalam Siyasah Dusturiyyah se~lanjutnya ada 

wilayah al-hisbah Al-Mawardi me~rumuskan, hisbah adalah me~nyuruh 

ke~pada ke~baikan apabila te~rbukti bahwa ke~baikan itu ditinggalkan atau 

tidak dike~rjakan, dan me~larang dari ke~mungkaran jika te~rbukti 

ke~mungkaran itu dike~rjakan.115 Pe~mikiran Al-Mawardi te~rkait hisbah 

ide~ntik de~ngan konse~p amar ma’ruf nahi mungkar artinya obje~k hisbah 

yaitu pe~rbuatan yang de~ngan nyata dan be~rpote~nsi me~nganggu ke~te~rtiban, 

se~hingga apabila ada pe~rbuatan me~ngabaikan ke~baikan, akan te~tapi hal itu 

tidak nampak atau tidak adanya, maka bukan me~rupakan tugas mustashib 

                                                             
114 Utamy dan Putri, Building Public Order through Siyasah Dusturiyah: The Role of Government 

in Preventing Illegal Street Racing. 
115 Lailatul Qadariyah dan Badrus Sholih, Maqashid Shariah and Democracy: Considering the 

Relevance of Restricting the Age of Early Voters in the Context of Indonesian Electoral Justice, t.t. 
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(orang yang me~lakukan tugas hisbah) kare~na hal itu bisa be~rpote~nsi se~bagai 

upaya me~ncari-cari ke~salahan orang lain. 

Pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah pe~mbatasan ke~we~nangan KPK 

pe~rlu diuji te~rhadap dua tolak ukur utama yakni, apakah pe~mbatasan itu 

me~ngurangi ke~mampuan ne~gara me~ne~gakkan amanah dan ke~adilan atau 

apakah pe~mbatasan itu justifikasi proposional untuk tujuan tata ke~lola yang 

le~bih baik.116 Jika pe~mbatasan me~le~mahkan fungsi kontrol inde~pe~nde~n 

tanpa kompe~nsasi me~kanisme~ pe~ngawasan lain yang se~tara, maka se~cara 

normatif pe~mbatasan te~rse~but be~rpote~nsi be~rte~ntangan de~ngan prinsip 

ke~adilan dan pe~nce~gahan ke~rusakan dalam Siyasah. Konse~kue~nsinya, 

pe~mbatasan yang me~ngaburkan status Dire~ksi dan Komisaris se~bagai 

subje~k pe~ngawasan dapat me~le~mahkan akuntabilitas te~rhadap harta publik 

dan amanah. 

Pe~rnyataan KPK yang me~ne~gaskan te~tap be~rwe~nangnya 

me~nangani tindak pidana di BUMN re~le~van se~bagai re~spons konte~kstual 

te~rhadap ke~tidakje~lassan norma baru. Se~baliknya, jika pe~mbatasan 

dimaksudkan untuk me~nye~mpurnakan ke~rangka akuntabilitas maka 

pe~rubahan te~rse~but bisa dite~rima dalam logika Siyasah asalkan hasil 

akhirnya yakni pe~ningkatan pe~rlindungan publik dan pe~nurunan korupsi. 

Namun bukti e~mpiris dan te~ks UU No. 1 Tahun 2025 te~ntang BUMN 

me~nunjukkan muncul pole~mik dan uji mate~riil te~rhadap pasal te~rte~ntu, 

                                                             
116 Yusuf Syahputra, Fiqh siyasah; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam 

perspektif islam, 2025. 
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se~hingga dari pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah masih pe~rlu ske~pticisme~ 

kritis sampai ada jaminan e~fe~ktivitas pe~ngawasan lain yang se~tara. 

Islam me~ne~mpatkan konse~p amanah (ke~pe~rcayaan) dan larangan 

me~ngambil ke~untungan dari jabatan se~bagai pilar e~tika publik. Dalam 

konte~ks BUMN, Dire~ksi dan Komisaris me~me~gang ke~ndali atas sumbe~r 

daya publik se~hingga ke~wajiban e~tis dan tanggung jawab me~re~ka sangat 

tinggi. Pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah me~nuntut adanya akuntabilitas yang 

je~las dan me~kanisme~ pe~ngawasan e~fe~ktif untuk me~nce~gah pe~ngge~lapan 

amanah, ke~tika norma pe~rundang-undangan me~ngaburkan akuntabilitas itu, 

maka se~cara normatif te~rjadi ke~tidakse~suaian de~ngan maqasid.117 

Se~cara praktis, Siyasah akan me~ndorong agar se~tiap aturan yang 

me~ngubah ke~dudukan hukum pe~nge~lola BUMN se~lalu me~mpe~rtahankan 

unsur-unsur yang me~njamin pe~rtanggungjawaban pidana dan administrasi, 

kare~na re~gulasi te~rse~but pe~rlu dire~konstruksi agar se~laras de~ngan prinsip 

amanah dan pe~rlindungan ke~pe~ntingan umum. Jika UU No. 1 Tahun 2025 

me~nghasilkan pe~mbatasan ke~we~nangan KPK yang praktis me~nurunkan 

kapasitas pe~nye~lidikan te~rhadap Dire~ksi dan Komisaris, maka implikasinya 

dari pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah adalah me~ningkatnya re~siko 

pe~langgaran amanah dan ke~rusakan publik. Dalam te~ori Siyasah, Solusi 

tidak hanya se~ke~dar me~mpe~rbaiki norma pidana, te~tapi juga me~mpe~rkuat 

                                                             
117 Aji, “Breaking the Glass Ceiling for Indonesian Migrant Workers: Legal-Political and Maqasid 

al-Shariah Analysis of Protection Policies,” Al’Adalah 27, no. 2 (2025): 143–65, 

https://doi.org/10.35719/aladalah.v27i2.528. 
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me~kanisme~ pe~ngawasan sosial dan institusional, artinya jika ke~we~nangan 

KPK dikurangi, harus ada pe~ngganti yang se~tara agar tujuan maqasid te~tap 

te~rpe~nuhi.118  

Pe~mbatasan ke~we~nangan KPK hanya dapat dite~rima se~cara syar’I 

jika ada jaminan bahwa fungsi pe~ngawasan dan akuntabilitas te~rhadap 

pe~nge~lola BUMN te~tap kuat atau bahkan me~ningkat. Analisis pe~rspe~ktif 

Siyasah Dusturiyyah te~rhadap pe~mbatasan ke~we~nangan KPK atas Dire~ksi 

dan Komisaris BUMN dalam UU No 1 Tahun 2025 me~nyoroti bahwa 

pe~mbatasan ini be~rpote~nsi me~le~mahkan fungsi pe~mbe~rantasan korupsi 

ole~h KPK. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyyah, se~bagai kajian e~tika dan 

hukum Islam te~rhadap ke~bijakan publik, ke~we~nangan le~mbaga 

pe~mbe~rantasan korupsi harus me~njamin ke~adilan dan ke~be~rlangsungan 

pe~me~rintahan yang be~rsih dari korupsi de~mi maslahat umat dan ne~gara.119 

Ole~h kare~na itu, pe~mbatasan ke~we~nangan KPK yang 

me~nghilangkan status pe~nye~le~nggara ne~gara dari Dire~ksi dan Komisaris 

BUMN dinilai be~rte~ntangan de~ngan prinsip Siyasah Dusturiyyah yang 

me~nghe~ndaki pe~rlindungan ne~gara dari ke~rugian akibat korupsi dan 

pe~nyalahgunaan we~we~nang. UU No 1 Tahun 2025 me~nge~nai BUMN 

me~nghapuskan ke~we~nangan KPK dalam me~nangani Dire~ksi dan 

                                                             
118 Nur Lailatul Musyafaah dkk., “The Corruption Eradication Commission Role In Supervising Of 

The Social Assistance Funds Distribution From The Maslahah Mursalah Perspective,” Hutanasyah : 

Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 2 (2023): 83–98, https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.520. 
119 Jejen Sunandar, “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PRESFEKTIF 

HUKUM ISLAM,” Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (2017): 40–52, 

https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2204. 
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Komisaris BUMN, yang se~be~lumnya dianggap se~bagai pe~nye~le~nggara 

ne~gara se~hingga me~njadi obje~k pe~ngawasan KPK. Hal ini me~ngakibatkan 

KPK ke~sulitan me~mbuktikan ke~rugian ne~gara dalam kasus korupsi di 

BUMN kare~na harus me~mbuktikan langsung ke~rugian ke~uangan ne~gara 

yang dikate~gorikan be~rbe~da dalam UU BUMN te~rse~but. 

Pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah, pe~mbatasan ke~we~nangan KPK 

dalam pe~me~riksaan kasus korupsi ole~h Dire~ksi dan Komisaris BUMN 

me~nunjukkan adanya proble~m dalam struktur tata ke~lola ke~kuasaan ne~gara 

yang se~harusnya me~njamin supre~masi hukum dan akuntabilitas publik. 

Siyasah Dusturiyyah me~ne~kankan bahwa ke~kuasaan ne~gara wajib 

dijalankan be~rdasarkan prinsip ke~adilan, transparansi, dan kontrol yang 

ke~tat te~rhadap se~tiap pe~nye~le~nggara urusan publik, tanpa me~mandang 

posisi atau ke~de~katan politik.  

Ke~we~nangan120 KPK dibatasi me~lalui ke~te~ntuan administratif yang 

panjang dan pe~ngawasan tambahan yang be~rpote~nsi me~nghambat 

e~fe~ktivitas pe~nye~lidikan, maka hal itu be~rte~ntangan de~ngan prinsip dasar 

Siyasah Dusturiyyah yang me~nghe~ndaki adanya me~kanisme~ kontrol 

hukum (hisbah) untuk me~nce~gah pe~nyalahgunaan we~we~nang dan ke~rugian 

te~rhadap harta milik publik. Apalagi BUMN me~nge~lola ke~kayaan ne~gara 

                                                             
120 Hidayat, Alfin. Kewenangan Bawaslu terhadap penyelesaian pelanggaran 

administrasi pasca rekapitulasi hasil pemilu perspektif fiqh siyasah dusturiyah. 

Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. http://etheses.uin-

malang.ac.id/id/eprint/60396   

 

http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/60396
http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/60396
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yang pada hakikatnya me~rupakan amanah umat, se~hingga Dire~ksi dan 

Komisaris se~bagai pe~nge~lola urusan publik se~harusnya tunduk pada 

pe~ngawasan hukum yang ke~tat. Maka pe~mbatasan ke~we~nangan KPK dapat 

dipandang se~bagai be~ntuk pe~le~mahan me~kanisme~ pe~ngawasan yang 

me~ngikis prinsip maslahat dan ke~adilan yang me~njadi inti dari Siyasah 

Dusturiyyah. 

Pe~nge~lolaan ke~uangan publik121 te~rmasuk anggaran, ase~t ne~gara, 

dan pe~nge~luaran ole~h e~ntitas se~pe~rti BUMN harus dilakukan be~rdasarkan 

prinsip ke~adilan, transparansi, ke~maslahatan umum, dan akuntabilitas 

ne~gara te~rhadap rakyat. Jika ke~we~nangan pe~ngawas se~pe~rti KPK dalam 

me~me~riksa korupsi ole~h Dire~ksi dan Komisaris BUMN dibatasi 

se~de~mikian rupa, se~hingga sulit me~mbongkar pe~nyalahgunaan ke~kuasaan 

atau korupsi, maka pe~nge~lolaan harta publik me~njadi kurang transparan, 

distribusi dan pe~nggunaan ase~t publik bisa me~nyimpang dari ke~maslahatan 

umum, dan kontrol sosial te~rhadap pe~nguasa me~le~mah. De~ngan de~mikian, 

pe~mbatasan te~rse~but bukan se~mata pe~rsoalan te~knis birokrasi, me~lainkan 

be~rte~ntangan de~ngan re~gulasi ke~uangan ne~gara dalam pe~rspe~ktif Islam 

yang me~nsyaratkan bahwa harta milik umum dike~lola untuk manfaat 

                                                             
121 Lutfi, Mustafa, and Aditya Prastian Supriyadi. "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional 

Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi." De jure: Jurnal Hukum & Syariah 13.2 

(2021): 203-221.  https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syaria... 

https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/10384
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se~luruh rakyat, de~ngan pe~ngawasan ke~tat agar tidak te~rjadi 

pe~nyalahgunaan.122  

Implikasinya, pe~mbatasan ini dinilai be~rpote~nsi me~njadi 

ke~munduran dalam pe~mbe~rantasan korupsi te~rkait BUMN, me~mbuka 

pe~luang pe~nyalahgunaan ke~we~nangan yang le~bih luas. Dari pe~rspe~ktif 

Siyasah Dusturiyyah, pe~mbatasan ini tidak hanya me~le~mahkan fungsi 

KPK, te~tapi juga me~ngancam prinsip ke~adilan dan ke~be~naran dalam 

pe~nge~lolaan ne~gara yang be~rsih. Prinsip Siyasah Dusturiyyah me~nuntut 

ke~bijakan hukum yang me~mbawa maslahat dan me~nghindari madharat, 

se~hingga pe~mbatasan yang me~ngurangi ke~we~nangan pe~ngawasan atas 

pe~jabat BUMN dapat dilihat se~bagai pe~ngabaian te~rhadap maslahat 

te~rse~but.123  

Pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah, status hukum Dire~ksi dan 

Komisaris BUMN me~rupakan suatu posisi yang komple~ks dan dualistik, 

de~ngan Dire~ksi dan Komisaris dite~mpatkan se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara 

se~kaligus pimpinan badan hukum privat. Analisis dari be~be~rapa kajian 

yuridis dan fiqh siyasah me~nunjukkan bahwa me~skipun BUMN be~rstatus 

badan hukum privat yang fle~ksibe~l, dire~ksi BUMN tidak dapat dile~paskan 

dari statusnya se~bagai pe~nye~le~nggara ne~gara kare~na BUMN me~rupakan 

                                                             
122 Muhammad Edy Ramlan, “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara,” QONUN: Jurnal Hukum Islam dan 

Perundang-undangan 7, no. 1 (2023): 42–59, https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510. 
123 Asmawi Asmawi, “Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-

Undang Antikorupsi,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (2013), 

https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.929. 
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bagian dari pe~laksanaan fungsi pe~layanan umum ne~gara se~rta se~bagian atau 

se~luruh modalnya be~rasal dari ne~gara. Ole~h kare~na itu, dire~ksi BUMN 

tunduk pada ke~te~ntuan hukum publik se~rta prinsip-prinsip 

pe~nye~le~nggaraan ne~gara yang be~rsih dan be~bas dari korupsi, kolusi, dan 

ne~potisme~ (KKN).124 

Siyasah Dusturiyyah me~nilai bahwa dalam konte~ks ne~gara Islam 

atau hukum tata ne~gara Islam, ke~dudukan Dire~ksi dan Komisaris BUMN 

me~me~gang tanggung jawab be~sar se~bagai pe~nge~lola ke~kayaan ne~gara 

yang harus dijaga de~mi maslahat rakyat dan ne~gara. Ole~h se~bab itu, me~re~ka 

harus me~njalankan tugasnya se~suai prinsip ke~adilan, transparansi, dan 

akuntabilitas yang diatur dalam hukum Islam dan hukum ne~gara untuk 

me~nce~gah pe~nyalahgunaan we~we~nang dan korupsi. Status pe~nye~le~nggara 

ne~gara ini me~ngharuskan Dire~ksi dan Komisaris BUMN tunduk pada 

pe~ngawasan yang ke~tat de~mi me~njaga inte~gritas fungsi ne~gara dan 

ke~se~jahte~raan rakyat se~suai maqasid syariah.125 

Pe~rspe~ktif Siyasah Dusturiyyah, Dire~ksi dan Komisaris BUMN 

tidak dapat dipandang se~kadar se~bagai pe~nge~lola bisnis, me~lainkan se~bagai 

pihak yang me~me~gang amanah publik dan be~rtanggung jawab atas 

                                                             
124 Hilwa Nurrahmah Fadilah dkk., “Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun,” Ranah Research : 

Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, no. 4 (2025): 3078–90, 

https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1657. 
125 Moh Aziz Gojali dkk., “T Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Penindakan Penyelundupan 

Barang Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 di Kota 

Bandung,” Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi 15, no. 2 (2025): 159–70, 

https://doi.org/10.15575/socio-politica.v15i2.46410. 
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pe~nge~lolaan ke~kayaan ne~gara. Kare~na itu, me~re~ka se~harusnya diposisikan 

se~bagai pe~jabat yang wajib tunduk pada me~kanisme~ pe~ngawasan dan 

kontrol hukum yang ke~tat de~mi me~nce~gah korupsi dan ke~rugian ne~gara. 

Siyasah Dusturiyyah me~ne~gaskan bahwa pe~nge~lola BUMN harus 

me~njalankan tugas be~rdasarkan prinsip ke~adilan dan ke~maslahatan se~rta 

be~rada dalam pe~ngawasan ne~gara de~mi ke~pe~ntingan umum. Untuk itu, 

dipe~rlukan pe~ne~gasan ke~mbali status hukum Dire~ksi dan Komisaris 

BUMN dalam re~gulasi nasional, harmonisasi antara UU KPK, UU Tipikor, 

dan UU BUMN, se~rta pe~nguatan me~kanisme~ pe~ngawasan agar fungsi 

te~rhadap BUMN be~rjalan e~fe~ktif dan se~laras de~ngan tujuan ke~maslahatan 

publik.126

                                                             
126 Nasrullah dkk., “Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah 

Mursalah,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 23 Juni 2025, 117–32, 

https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pembatasan kewenangan KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 9g 

UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menetapkan bahwa Direksi, 

Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tidak lagi termasuk kategori 

penyelenggara negara. Konsekuensinya, kewenangan KPK dalam 

pemeriksaan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

kasus korupsi yang melibatkan pejabat BUMN menjadi terbatas. 

Kondisi ini menimbulkan risiko melemahnya pengawasan terhadap 

pengelolaan aset negara serta membuka peluang terjadinya korupsi dan 

penyalahgunaan jabatan. Meskipun KPK masih dapat bertindak apabila 

terdapat kerugian negara yang signifikan, pembatasan tersebut 

menciptakan perdebatan interpretatif dan berpotensi mengurangi 

efektivitas pemberantasan korupsi di BUMN. 

2. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, pembatasan kewenangan KPK 

bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan hisbah 

sebagai bentuk pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan harta 

publik. Pejabat BUMN yang mengelola kekayaan negara semestinya 

berada dalam mekanisme kontrol yang kuat untuk mencegah korupsi 

dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan ini berpotensi 

melemahkan fungsi pengawasan dan membuka ruang lebih besar bagi 
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praktik KKN. Oleh karena itu, peninjauan ulang kebijakan menjadi 

penting agar prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral 

dapat ditegakkan demi kemaslahatan publik. 

B. Saran 

1. Sebaiknya, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi DPR bersama 

Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang, sementara MK 

berperan menguji konstitusionalitas pasal-pasal tertentu terhadap 

ketentuan dalam UU KPK, UU BUMN, UU Tipikor, serta regulasi 

lain yang terkait untuk memperjelas status hukum dan memperkuat 

kewenangan pengawasan terhadap direksi, komisaris, dan pejabat 

BUMN sebagai bagian penting dari penyelenggara negara atau 

subjek hukum strategis dalam konteks pemberantasan korupsi.  

2. Seyogyanya penguatan mekanisme pengawasan oleh KPK dan 

lembaga pengawas lainnya harus didukung secara hukum agar 

pelaksanaan pengawasan dan tindakan penindakan korupsi di 

lingkungan BUMN tetap efektif tanpa hambatan legal formal yang 

melemahkan fungsi kontrol.
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